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Kata Pengantar
Edisi kelima dari Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia menganalisis kemajuan dalam 

mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Edisi ini dikeluarkan oleh Kantor Organisasi 
Perburuhan Internasional (ILO) Jakarta. Organisasi Perburuhan Internasional merupakan organisasi 
yang terdiri dari 185 pemerintahan, organisasi pekerja dan pengusaha di seluruh dunia yang berdedikasi 
untuk menciptakan pekerjaan layak. Pada tahun 2012, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan 
ekonominya, dengan tingkat pengangguran yang terus menurun dan formalisasi pekerjaan yang 
semakin meningkat. Tren ini membuka jalan bagi Indonesia yang lebih sejahtera di masa mendatang. 
Laporan tahun lalu melihat adanya upaya untuk mempromosikan pertumbuhan yang kaya pekerjaan 
dari perspektif  provinsi didasari oleh kepedulian pada keadilan regional antar provinsi di Indonesia, 
terutama mengingat distribusi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja masih tidak merata 
secara spasial.

Tahun ini kami mengalihkan perhatian pada upaya untuk mempromosikan pembangunan yang 
adil dan berkelanjutan. Indonesia dengan cepat menjadi pemimpin dunia dalam mempromosikan 
pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan 
pekerjaan yang tinggi, namun juga menetapkan target yang ambisius untuk mempromosikan 
pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi maupun sosial. Indonesia terkenal akan 
sumber daya alamnya, yang mencakup obyek wisata seperti terumbu karang, pantai berpasir putih, 
gunung berapi, hutan hujan tropis dan lahan gambut, serta sumber daya mineral dan cadangan minyak 
yang berlimpah. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara berkelanjutan menjadi hal terpenting bagi 
kesejahteraan generasi mendatang dan tantangan jangka pendek bagi pembuat kebijakan saat ini.

Meskipun tidak ada model kebijakan ‘satu solusi untuk semua masalah’ atau ‘solusi langsung’ sebagai 
solusi optimal untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, lingkungan 
dan ekonomi, namun dapat dikatakan bahwa cara tercepat untuk memperbaiki lingkungan adalah 
melalui kualitas pekerjaan. Kegiatan ekonomi menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat dan 
mempengaruhi lingkungan dan iklim – dan demikian pula sebaliknya. Isu utama di sini adalah memastikan 
bahwa ketenagakerjaan dapat dipertahankan untuk jangka pendek, menengah maupun panjang – yang 
terkait erat dengan pemanfaatan lingkungan dan kelayakan pekerjaan. Pekerjaan juga dapat digunakan 
sebagai alat untuk mencapai target lingkungan yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi terhadap 
perubahan iklim. Kami berharap konsep ILO mengenai “pekerjaan hijau” (ramah lingkungan) atau 
“green jobs” dapat digunakan untuk mengurangi dampak ketenagakerjaan terhadap lingkungan hidup 
dan dapat diterapkan untuk mendukung pencapaian target emisi gas rumah kaca.

Laporan ini disusun oleh Emma Allen, ekonom pasar tenaga kerja Kantor ILO di Jakarta, dengan 
dukungan dari para kolega dan tenaga ahli di Indonesia maupun di seluruh kawasan ini. Laporan ini 
menerima masukan penting dari kolega kami di Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, serta 
Unit Analisis Ekonomi dan Sosial Regional dari Kantor Regional ILO untuk kawasan Asia-Pasifi k.

Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi yang bermanfaat 
dan membantu Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kami 
mengharapkan adanya kerjasama dengan para konstituen kami di Indonesia melalui penyediaan 
bantuan keahlian teknis maupun proyek-proyek kerjasama teknis untuk membantu penciptaan jalur 
pertumbuhan ekonomi padat karya dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi penduduk 
di masa sekarang maupun di masa mendatang 

Peter van Rooij
Direktur
Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste
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Catatan:  Ejaan bahasa Inggris untuk Pulau Jawa menggunakan huruf  ‘v’, sementara ejaan dalam bahasa 
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penulisannya mengikuti ejaan dalam bahasa Indonesia (misal: Jawa Timur)
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Ringkasan eksekutif

Indonesia tengah berupaya untuk mencapai target pengurangan 
kemiskinan jangka menengah (antara delapan dan sepuluh persen) dan target 
pengurangan pengangguran (antara lima dan enam persen) pada tahun 2014. 
Target pengurangan kemiskinan dan pengangguran biasanya digunakan 
sebagai indikator dalam mengukur pembangunan sosial-ekonomi secara 
global. Namun target-target ini hanya menyediakan gambaran yang terbatas 
tentang kualitas pertumbuhan dan pembangunan dan kita perlu memiliki 
pemahaman yang lebih rinci mengenai kualitas pekerjaan dan pengembangan 
mata pencaharian, khususnya bagi mereka yang telah berhasil keluar dari 
deprivasi, untuk memastikan kebijakan tersebut efektif  dalam meningkatkan 
pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, laporan ini memberikan analisis tentang indikator-
indikator pilihan yang memberi gambaran lebih jauh tentang kualitas 
pekerjaan dan pembangunan makro-ekonomi di Indonesia. Perhatian khusus 
diberikan pada analisis tren dan strategi yang menggambarkan bagaimana 
Indonesia berupaya menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. 
Bagian awal laporan ini menyorot pentingnya tren sosial-ekonomi dan kinerja 
pasar tenaga kerja, yang difokuskan pada gender, kaum muda dan tingkat 
kegentingannya. Sedangkan bagian akhir dari laporan ini menyediakan 
analisis tentang pekerjaan secara lebih rinci serta strategis untuk membawa 
Indonesia lebih dekat kepada pekerjaan layak untuk semua dengan melihat 
keberlangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan di dunia kerja.

Prospek keseluruhan Indonesia untuk tahun 2012 sangat positif. 
Ekonomi terus berkembang, dengan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 
6,23 persen, terlepas dari ketidakpastian krisis global. Ketangguhan ekonomi 
Indonesia pada beberapa tahun terakhir terkait erat dengan fokus kuat 
negara ini terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi guna mengatasi 
hambatan pembangunan, dan dalam memperkuat hubungan dengan pasar 
domestik dan internasional guna mempercepat investasi.

Sebuah pencapaian besar telah dicapai dalam upaya negara ini untuk 
meningkatkan tren menuju formalitas. Tren selama tiga tahun terakhir 
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memperlihatkan adanya pergeseran substansial menuju formalitas dalam 
perekonomian Indonesia. Pada tahun 2012 diperkirakan 53,6 persen pekerja 
bekerja di sektor perekonomian informal dan angka ini merupakan angka 
informalitas terendah yang pernah ada. Pertumbuhan pekerjaan terus 
melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja, di mana tingkat pertumbuhan 
pekerjaan sekitar 1,0 persen dengan 1.137.755 pekerjaan baru di negara ini 
antara bulan Agustus 2011 dan Agustus 2012. Kaum muda juga menunda 
partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja agar dapat mengenyam 
pendidikan SMA atau SMK, dan ini penting untuk memperkuat produktivitas 
tenaga kerja dan kualitas pekerjaan bagi masa depan yang lebih baik di 
Indonesia.

Pada tahun 2012 tingkat pengangguran turun hingga mencapai 
6,14 persen pada bulan Agustus. Tren pengangguran menurun tajam 
di kalangan mereka yang memiliki diploma dan sarjana, sehingga 
meningkatkan permintaan akan pekerja terampil dan terdidik mengingat 
semakin moderennya perekonomian Indonesia. Meskipun sudah ada 
kecenderungan menurun, namun tingkat pengangguran secara keseluruhan 
dan pengangguran di kalangan muda masih tetap tinggi. Pengangguran di 
kalangan muda diperkirakan mencapai angka 19,56 persen pada Agustus 
2012, menurun dari 19,99 persen pada Agustus 2011. Namun, kemungkinan 
pemuda menjadi pengangguran masih 5,97 kali lebih besar dibandingkan 
mereka yang berusia 25 tahun ke atas dan jumlahnya lebih dari 55 persen 
dari penduduk pengangguran.

Pada tahun 2012 upah minimum regional untuk Indonesia kira-kira Rp. 
1.121.460, meningkat 11,8 persen dari tahun sebelumnya. Nominal upah 
rata-rata telah meningkat secara konstan sejak beberapa tahun terakhir. Pada 
Agustus 2012 nominal upah rata-rata bulanan untuk pekerja dan buruh 
kira-kira Rp. 1.630.193. Di akhir tahun 2012, peningkatan signifi kan pada 
upah minimum terjadi di tingkat provinsi. Peningkatan tertinggi terjadi di 
Jakarta, di mana  upah minimum akan meningkat 44 persen atau dari Rp. 
1,5 juta menjadi Rp. 2,2 juta pada tahun 2013. Peningkatan pada upah ini 
menyebabkan perusahaan mengkaji kembali kemampuan usaha perusahaan, 
terutama pada produksi padat karya. Akibatnya, perusahaan menunda 
lamaran kerja untuk menghindari upah minimum dan mempertimbangkan 
pilihan pemindahan lokasi. Pada tahun 2013 akan terlihat kemerosotan 
dalam situasi ketenagakerjaan secara umum di Indonesia sejalan dengan 
pelaksanaan penyesuaian upah.

Peningkatan upah umum di Indonesia selalu beriringan dengan indeks 
harga konsumen pada tahun-tahun terakhir, namun perkembangan dalam 
penghasilan layak dan produktivitas tidak terlalu baik. Perbedaan upah 
berdasarkan gender tetap ada, di mana laki-laki menerima upah sekitar 26 
persen lebih tinggi dibandingkan perempuan. Seiring waktu perbedaan 
antara upah rata-rata minimum dan upah menengah mengecil; upah rata-
rata menengah 70,8 persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum pada 
tahun 2001 tetapi hanya 45,4 persen lebih tinggi pada tahun 2012. Hal 
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ini menunjukkan bahwa meski upah minimum dan upah menengah telah 
berkembang secara konstan, posisi keseluruhan pekerja mungkin menurun. 
Di sisi lain, pekerja paruh waktu telah berkembang di Indonesia dan telah 
memainkan peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan dalam 
mengurangi pengangguran. Pengangguran terselubung juga menurun. Di sisi 
lain, jumlah pekerja dengan jam kerja lebih tetap sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya, dengan 55,96 persen pekerja yang bekerja lebih dari 40 jam 
seminggu. Ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dari 
kebijakan upah minimum dan juga kebutuhan untuk menunjang hubungan 
industri dan dialog sosial antara pekerja dengan pengusaha.

Pekerja rentan, di mana mengacu kepada pekerja yang terdiri dari 
pekerja mandiri, pekerja musiman dan pekerja keluarga, tetap tinggi di 
Indonesia. Antara 60 hingga 63 persen dari keseluruhan jumlah pekerja 
dapat dikategorikan sebagai “pekerja rentan”. Analisis dari pekerja rentan 
berdasarkan gender menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar pada 
pekerja rentan terhadap jenis kelamin, dan bahwa kebiasaan dan komposisi 
dari pekerja rentan juga sangat berbeda bagi laki-laki dan perempuan. 
Perempuan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki untuk digolongkan 
sebagai pekerja rentan akibat statusnya sebagai pekerja keluarga, sementara 
laki-laki akan digolongkan sebagai pekerja rentan ketika mereka menjadi 
pekerja mandiri atau pekerja musiman. Sebagaimana sulitnya transisi dari 
pekerja keluarga ke pekerjaan di luar unit keluarga, dimensi gender dari 
pekerja rentan di Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari pembuat 
kebijakan.

Pada konteks ini akses terhadap perlindungan sosial sangatlah penting, 
namun kajian menemukan perlindungan sosial di Indonesia masih terbatas 
dalam hal cakupan dan layanan. Keterkaitan antara program perlindungan 
sosial dengan layanan pekerja juga terbatas. Guna menjamin perlindungan 
sosial untuk semua pada tingkat minimum atau untuk “menghapus 
kesenjangan landasan perlindungan sosial”, diperkirakan pengeluaran untuk 
perlindungan sosial dua kali lebih besar. Namun, sejauh mana berbagai 
bentuk program perlindungan sosial merangsang perekonomian dan 
menciptakan lapangan kerja bagi kelompok sasaran tidaklah jelas. Sebagai 
contoh, program pekerjaan umum dan bantuan tunai langsung mampu 
merangsang perekonomian dan mengurangi kemiskinan, tetapi keefektifan 
dan dampak secara keseluruhan dari perangkat-perangkat ini membutuhkan 
pemahaman yang lebih baik demi hasil yang optimal. Program pekerjaan 
umum cenderung lebih baik dalam menstimulasi pertumbuhan dan 
menciptakan pekerjaan, sementara transfer tunai cenderung memiliki 
hasil lebih baik ketika disasarkan pada rumah tangga miskin. Menemukan 
kombinasi terbaik dari kedua jenis program bisa membantu Indonesia 
mengoptimalkan hasil pembangunan dan peningkatan pertumbuhan 
berkelanjutan.

Selanjutnya, guna mengupayakan pertumbuhan ekonomi padat karya, 
Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan ramah 
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lingkungan. Rencana Nasional Indonesia untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca hingga 26 persen (atau 41 persen dengan bantuan internasional) 
pada tahun 2020 telah didukung melalui pelaksanaan proyek percontohan 
di Kalimantan Tengah – provinsi percontohan REDD+. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menangani isu terkait dengan konservasi hutan dan alih 
fungsi lahan yang menjadi sumber utama dari emisi karbon di Indonesia 
melalui peningkatan akses terhadap mata pencaharian berkelanjutan.

Kebutuhan akan mata pencaharian layak dan pekerjaan yang berkualitas 
merupakan tema sentral bagi konsep keberlanjutan lingkungan hidup, 
mengingat hubungan antara emisi karbon dan kegiatan ekonomi. ILO telah 
bekerja sama secara erat dengan para konstituen untuk mempromosikan 
konsep “pekerjaan hijau” (green jobs) dan memperkirakan bahwa sekitar 3,9 
juta pekerjaan atau 3,8 persen dari seluruh jenis pekerjaan dapat dikategorikan 
sebagai “pekerjaan hijau” (ramah lingkungan dan sosial). Green jobs telah 
menyediakan sebuah kerangka kerja strategis untuk mempromosikan 
pertumbuhan yang berkeadilan di Indonesia. Ini telah mendorong 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  untuk meluncurkan Rencana 
Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs di Indonesia yang pada 
tahun 2012, yang menyediakan kerangka kerja terpadu guna mempromosikan 
industri pariwisata padat karya yang berkelanjutan. Diharapkan kementerian 
lainnya akan mengambil tindakan serupa di masa mendatang.

Kendati pada tahun 2012 Indonesia berjalan pada jalurnya untuk 
mencapai target angka pengangguran tahun 2014, masih banyak tantangan 
dalam mewujudkan tujuan “pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan”. 
Sebagian besar pekerja masih jauh dari memiliki pekerjaan layak yang 
menyediakan perlindungan sosial yang memadai, memenuhi standar 
ketenagakerjaan minimum dan menikmati manfaat dialog sosial. Untuk itu, 
Indonesia tidak bisa hanya berkonsentrasi dalam mengurangi pengangguran 
untuk mendukung pembangunan sosial-lingkungan-ekonomi yang adil. 
Perhatian lebih jauh harus diberikan untuk kualitas dan keberlanjutan mata 
pencaharian dan pekerjaan, terutama bagi mereka yang mampu membebaskan 
diri dari tingkat kekurangan terparah. Indonesia telah menetapkan target 
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan 
mengurangi emisi karbon. Tantangannya adalah memastikan bahwa kerangka 
kebijakan yang ada menyediakan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.
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1.1. Tren ekonomi

Perekonomian Indonesia terus berkembang dan termasuk dalam salah 
satu perekonomian di dunia yang tetap tumbuh di balik ketidakpastian 
yang melanda ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan PDB tahunan lebih 
tinggi dari perkiraan rata-rata PDB global dan terus tumbuh dengan tren 
meningkat.  Seperti yang digambarkan pada Gambar 1, pertumbuhan PDB 
Indonesia pulih dengan stabil setelah Krisis Finansial Asia pada 1998 dan 
sering kali mencapai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan 
global belakangan ini. Pada tahun 2012 tren terus berlanjut, dengan 
pertumbuhan PDB tahun 2012 di kisaran 6,23 persen, sedikit lebih rendah 
dari target pertumbuhan PDB pemerintah yaitu 6,3 persen.

Ekonomi Indonesia 
terus berkembang 
pada tahun 2012

Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

Gambar 1: 
Pertumbuhan PDB Indonesia dan dunia, 1962-2011
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Perlu dicatat bahwa pertumbuhan di sektor non-migas melaju cepat (6,8 
persen), sementara sektor migas menurun (-3,3 persen). Prestasi kekuatan 
ekonomi Indonesia saat ini disebabkan dari besarnya konsumsi domestik, 
begitu juga permintaan untuk sumber daya utama dan pertumbuhan investasi 
yang besar di sektor non-migas.

Menghadapi ketidakstabilan global, ekonomi Indonesia terus 
terpapar dengan risiko yang berhubungan dengan penurunan permintaan 
untuk ekspor dan turunnya investasi asing. Namun, kondisi masih tetap 
menguntungkan, dengan nilai ekspor net (sebagai contoh ekspor impor 
dikurangi) meningkat dan terhitung 11,3 persen dari PDB pada 2011,  
naik 9,4 persen pada 2007. Akan menjadi penting untuk terus fokus pada 
pembangunan infrastruktur ekonomi, keterkaitan antara pasar domestik dan 
internasional serta stabillitas makro-ekonomi untuk menyediakan lingkungan 
yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Harga komoditi terus mengalami naik turun pada tahun 2012 dan 
hal ini memberikan tekanan pada sejumlah komoditi kunci yang terpadu 
dengan strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Masterplan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
telah mengidentifi kasi 22 kegiatan ekonomi utama untuk mendorong 
kemakmuran negara, termasuk minyak sawit, tembaga, besi dan baja, bauksit, 
batu bara, minyak dan gas. Pada tahun 2012 harga minyak sawit dan batu 
bara turun dengan perkiraan 20 persen dibandingkan dengan harga pada 
tahun 2011.

Baru-baru ini Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendukung 
transformasi struktur secara sektoral. Tren menunjukkan bahwa 
perekonomian berpindah dari sektor primer menuju sektor tersier. Tahun 
2006 sektor primer menyumbang 23,3 persen dari PDB, sektor sekunder 
34,6 persen, sementara  sektor tersier 42,1 persen. Tahun 2011, sektor primer 
memberikan sumbangan 20,4 persen dari PDB, sektor sekunder 33,0 persen 
dan sektor tersier 46,6 persen. Selain itu, kebijakan-kebijakan mendukung 
percepatan investasi, yang tercermin pada meningkatnya proporsi PDB 
dari sektor konstruksi.

Ekspor bersih 
meningkat dengan 

stabil

Tetapi, volatilitas 
dalam harga 

komoditas terus 
memengaruhi hasil

Pergeseran sektoral 
terus berkembang
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Investasi dalam 
infrastruktur telah 
meningkat

Kelayakan dan kualitas infrastruktur telah menjadi kendala kritis 
untuk percepatan pertumbuhan di Indonesia. Namun, tren belakangan 
ini menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto, yang mencakup 
investasi infrastruktur, prasarana jalan, pembangkit, mesin-mesin, dan 
pembelian peralatan, meningkat. Hal ini menandakan perpindahan arah 
prioritas dari pembuat kebijakan sebagai upaya mempercepat pembangunan. 
Pada tahun 2011, pembentukan modal tetap bruto tercatat sebesar 32,0 
persen dari PDB, di mana angka ini lebih tinggi dari proporsi PDB yang 
dihabiskan pada pembentukan modal tetap bruto di negara ASEAN lain 
dan juga lebih tinggi dari rata-rata global, yaitu 19,4 persen (lihat bawah).

Sumber: BPS (2012) Produk Domestik Bruto, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Gambar 2: 
Komposisi sektoral PDB tahun 2006 dan 2011 dalam persen
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Gambar 3: 
Formasi modal tetap Indonesia dan dunia, 2002-2011

Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

Arus masuk Investasi Asing Langsung (FDI) bersih berubah-ubah 
seiring dengan tren perekonomian global, namun menguat pada beberapa 
tahun belakangan ini. Pada tahun 2011 arus masuk FDI bersih setara dengan 
2,14 persen PDB, tetapi tetap di bawah rata-rata global (2,32 persen tahun 
2011).

Penerimaan remitansi dari pekerja di luar negeri terus tumbuh pada 
tahun 2012. Diperkirakan sekitar USD 6,7 juta telah disetorkan pada tahun 
2011 dan USD 6,8 juta pada tahun 2012. Remitansi pekerja sering kali 
digunakan untuk mendukung konsumsi harian dan investasi di usaha kecil 
dan menengah, dan lebih jauh lagi memainkan peranan penting dalam 
memelihara permintaan domestik dan mempercepat pertumbuhan.

Di tengah maraknya perdebatan publik, kebijakan fi nansial Indonesia 
terus memberikan subsidi besar bagi bahan bakar dan energi pada tahun 
2012. Dengan banyaknya pengeluaran akibat subsidi dan kelemahan dalam 
pengumpulan pendapatan, defi sit anggaran tahun 2012 lebih tinggi dari yang 
diperkirakan. Sistem perpajakan Indonesia meliputi pajak penghasilan, pajak 
ekspor dan pajak pertambahan nilai. Penerimaan pajak diperkirakan sekitar 
11 persen PDB pada tahun 2010, lebih rendah dibandingkan rata-rata global 
(sekitar 14 persen). Pemerintah berharap mendapatkan penerimaan pajak 
antara 12,4 persen dan 14,2 persen dari PDB antara tahun 2010 dan 2014. 
Dukungan lebih jauh untuk menerapkan reformasi pada sistem perpajakan 
dibutuhkan demi mencapai target.
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Infl asi harga konsumen di Indonesia kira-kira 4,3 persen pada 2012, 
menyerupai tingkat infl asi harga konsumen di negara-negara ASEAN. 
Fluktuasi baru-baru ini mengikuti tren global, kendati rata-rata global untuk 
infl asi harga konsumen tetap lebih rendah dibandingkan Indonesia (lihat 
bawah).

Inflasi harga 
konsumen terus 
mengikuti tren 
internasional

Indonesia 
berusaha untuk 
mengurangi emisi 
gas rumah kaca 
sebesar 26 persen 
(atau 41 persen 
dengan bantuan 
internasional) pada 
tahun 2020

Gambar 4: 
Inflasi harga konsumen Indonesia dan dunia, 2006-2010

Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.
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Indonesia telah merumuskan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen (atau 41 persen dengan bantuan 
internasional) pada tahun 2020. Lima sektor utama yang ditargetkan adalah 
kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri 
dan limbah. Pada tahun 2005 total emisi GHG untuk tiga jenis utama gas 
rumah kaca (tanpa Pemanfaatan Lahan, Alih Fungsi Lahan dan Kehutanan 
/LULUCF) diperkirakan mencapai 665.543 Gg CO2. Dengan LULUCF, 
total emisi GHG bersih untuk Indonesia diperkirakan mencapai 1.791.371 
Gg CO2, atau 2,7 kali lebih tinggi.1 Ini menunjukkan bahwa tantangan 
utama Indonesia dalam mendukung pembangunan ramah lingkungan 
dan mengurangi emisi karbon berkaitan dengan konservasi hutan dan alih 
fungsi.

1 Kementerian Lingkungan Hidup – Republik Indonesia (2010), komunikasi kedua Indonesia 
di bawah UNFCCC, dapat diakses di http://unfccc.int/fi les/national_reports/nonannex_i_
natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf  
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Gambar 5: 
Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar di Indonesia dan dunia, 2010

Sumber: Bank Dunia (2012) Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

Tanpa LULUCF, sumber utama emisi karbon Indonesia berasal dari 
sisa pembakaran bahan bakar. Pada tahun 2010 diperkirakan Indonesia 
memproduksi 410,95 juta metrik ton karbon dari pembakaran bahan 
bakar, sementara dunia menghasilkan 29.327,7 juta metrik ton. Karbon dari 
pembakaran bahan bakar biasanya berkaitan dengan energi dari produksi 
listrik dan panas, diikuti dengan industri manufaktur dan sektor transportasi 
(lihat bawah). Emisi gas metan diperkirakan 218,929 kilo ton CO2 pada 
tahun 2010 dan emisi nitro oksida diperkirakan 91.312 ribu metrik ton CO2 
pada tahun 2010, senilai dengan masing-masing 2,9 persen dari emisi metan 
global dan 3,2 persen dari emisi nitro oksida.

2 Indeks Gini adalah ukuran distribusi pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. 
Rasio Gini terletak antara nihil (nol), menggambarkan ‘keadilan sempurna’ dan satu (1), yang 
menggambarkan ‘ketidakadilan sempurna’. 

0

10

20

30

40

50

60

CO2 emissions from electricity 
and heat production, total (% 

of total fuel combustion)

CO2 emissions from 
manufacturing industries and 
construction (% of total fuel 

combustion)

CO2 emissions from other 
sectors, excluding residential 
buildings and commercial and 
public services (% of total fuel 

combustion)

CO2 emissions from 
residential buildings and 
commercial and public 
services (% of total fuel 

combustion)

CO2 emissions from transport 
(% of total fuel combustion)

Pe
r c

en
t o

f t
oa

l f
ue

l c
om

bu
st

io
n

Indonesia World

Metodologi dalam memperkirakan emisi karbon masih dalam 
pengembangan, khususnya untuk alih fungsi lahan dan hutan, sementara 
perkiraan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup, Bank Dunia dan 
Dewan Nasional Perubahan Iklim bervariasi. Namun, Indonesia dianggap 
sebagai salah satu kontributor terbesar dari emisi gas rumah kaca dunia, 
terutama akibat dari tingkat deforestasi dan degradasi lahan gambut. 

Pada tahun 2011 dan 2012 rasio GINI diperkirakan 0,412, meningkat 
dari 0,35 pada tahun 2008. Ini menegaskan perlunya perhatian lebih lanjut 
untuk mendukung pembangunan yang adil. Provinsi dengan perkiraan 
ketidaksetaraan tertinggi adalah Papua dan Gorontalo, sementara provinsi 

Perubahan 
penggunaan lahan 

dan degradasi hutan 
gambut adalah 

sumber utama dari 
emisi karbon.

(%
 to

ta
l p

em
ba

ka
ra

n 
BB

M

Emisi CO2 dari produksi 
listrik dan panas, total (% total 

pembakaran BBM)

Emisi Co2 dari industri 
manufaktur dan konstruksi 
(% total pembakaran BBM)

Emisi CO2 dari sektor lainnya, 
kecuali gedung perumahan, 

layanan komersial dan publik 
(% total pembakaran BBM)

Emisi CO2 dari gedung 
perumahan, layanan 
komersial dan publik 

(% total pembakaran BBM)

Emisi CO2 dari transportasi 
(% total pembakaran BBM)

Indonesia Dunia



Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2012

7

dengan ketidaksetaraan terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dan 
Sulawesi Barat.

Garis kemiskinan pada tahun 2012 ditetapkan pada Rp. 267.408 untuk 
daerah perkotaan dan Rp. 229.226 untuk daerah pedesaan. Diperkirakan 
ada sebanyak 10,65 juta orang hidup di daerah perkotaan dan 18,49 juta 
orang di wilayah pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah 
orang yang hidup dalam kemiskinan telah berkurang dengan stabil, dari 
11,65 persen di daerah perkotaan dan 19,93 persen di daerah pedesaan 
pada tahun 2008, menjadi 8,78 persen di daerah perkotaan dan 15,12 persen 
di daerah pedesaan pada tahun 2012. Indeks keparahan kemiskinan, yang 
mengukur kesenjangan di antara masyarakat miskin diperkirakan 0,47 pada 
tahun 2012, menurun dari 0,76 pada tahun 2008, yang juga memperlihatkan 
adanya perbaikan situasi pada masyarakat miskin.

1.2. Tren pasar tenaga kerja

Pada Agustus 2012 diperkirakan bahwa penduduk Indonesia mencapai 
244,75 juta orang, dengan 118,05 juta orang tergolong sebagai ekonomi 
aktif. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Agustus 2012 diperkirakan 
sekitar 67,9 persen, sedikit lebih rendah dari perkiraan tahun 2011 (lihat 
Gambar di bawah). Meski demikian, pertumbuhan pekerjaan terus melebihi 
pertumbuhan angkatan kerja, dengan perkembangan pertumbuhan pekerjaan 
sebesar 1,0 poin persen dan adanya penambahan 1.137.755 pekerjaan antara 
Agustus 2011 dan Agustus 2012.

Pertumbuhan 
pekerjaan terus 
melampaui 
pertumbuhan tenaga 
kerja

Kemiskinan terus 
berkurang, namun 
kesenjangan tetap 
menjadi perhatian

Gambar 6: 
Partisipasi tenagakerja dan pengangguran dalam persen, 2007-2012

Sumber: BPS (2012) Situasi pasar tenaga kerja: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta
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Secara umum, partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan kesempatan 
kerja antara tahun 2011 dan 2012 tidak setinggi antara tahun 2010 dan 
2011. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan partisipasi penduduk 
usia kerja dalam pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah 
kejuruan, di mana hal ini penting untuk memperkuat produktivitas pekerja 
dan kualitas tenaga kerja di masa depan. Karenanya, sedikit penurunan 
dalam menurunnya penduduk usia antara 15 dan 24 tahun yang aktif  
secara ekonomi antara Agustus 2011 dan Agustus 2012 terkait dengan 
meningkatnya tingkat pendidikan.

Angkatan kerja tetap menumpuk di pulau Jawa, Sumatera dan Bali 
(81,2 persen pada tahun 2012). Indonesia menunjukkan ketidakadilan 
ekonomi dan hasil ketenagakerjaan secara regional. Ketidakadilan dalam 
pembangunan regional berkaitan dengan faktor-faktor seperti kepadatan 
penduduk, sumber daya tetap dan isolasi geografi s. Pekerjaan umum dan 
perekonomian cenderung lebih buruk di bagian timur Indonesia.

Variasi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk – porsi dari 
penduduk yang bekerja – berkisar antara 63 dan 65 persen pada tahun 
2012, lebih tinggi dari rata-rata global pada tahun 2012, yaitu 60,3 persen. 
Namun, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk untuk usia antara 15 
dan 24 tahun diperkirakan 39,7 persen pada Agustus 2012. Ini merupakan  
persentase terendah sejak tahun 2006. Rasio pekerja-dengan-penduduk 
untuk usia antara 25 dan ke atas diperkirakan 71,4 persen pada Agustus 
2012, yang merupakan persentase tertinggi sejak Krisis Finansial Asia. 
Selain itu juga terdapat sedikit penurunan pada tingkat pengangguran muda 
dan angkatan muda yang menunda memasuki pasar tenaga kerja untuk 
mengenyam pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, turunnya rasio pekerjaan 
terhadap penduduk untuk angkatan muda bisa menjadi tren positif, jika 
kebijakan diposisikan untuk mendukung permintaan atas pasokan tenaga 
kerja yang lebih berpendidikan tinggi.

Pada tahun 2012 tingkat pengangguran menurun dari 6,32 persen pada 
bulan Februari menjadi 6,14 persen pada bulan Agustus. Kemungkinan 
besar yang menjadi penganggur pada tahun 2012 hanya memiliki tingkat 
pendidikan sekolah menengah atas sebagai pendidikan tertingginya. 
Tingginya pengangguran bagi lulusan sekolah menengah atas dapat dikaitkan 
dengan faktor-faktor seperti kurangnya permintaan dan ketidaksesuaian 
keterampilan. Ini artinya kuantitas pekerjaan dan pekerjaan yang tersedia 
dalam pasar tenaga kerja mungkin tidak sesuai dengan jenis dan tingkat 
keterampilan lulusan sekolah menengah atas. Peningkatan akses untuk 
mendukung layanan yang berhubungan dengan transisi dari sekolah ke 
bekerja, seperti orientasi karir, bimbingan kerja, kesempatan magang dan 
basis data penawaran-permintaan pekerja, dapat membantu meningkatkan 
prospek pasar tenaga kerja bagi lulusan sekolah menengah atas. Perubahan 
lebih jauh dibutuhkan untuk memperkuat efektivas kebijakan transisi dari 
sekolah ke bekerja, demi memastikan para lulusan sekolah siap untuk 
bekerja.

Pengangguran terus 
menurun, tetapi 

tetap tinggi bagi 
lulusan sekolah 
menengah atas 

yang menunjukkan 
kebutuhan untuk 
lebih fokus pada 

transisi dari sekolah 
ke bekerja
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Pengangguran juga menurun tajam pada diploma dan lulusan 
universitas. Ini menunjukkan bahwa permintaan atas pekerja terampil 
dan terdidik meningkat seiring dengan termodernisasinya perekonomian 
ekonomi Indonesia.

Pengangguran menurun di hampir seluruh provinsi antara Agustus 
2011 dan Agustus 2012, dengan catatan pengecualian di Aceh dan Sulawesi 
Tenggara. Pengangguran meningkat di Aceh dari 7,43 persen pada Agustus 
2011 menjadi 9,10 persen pada Agustus 2012, sementara pengangguran di 
Sulawesi Tenggara meningkat dari 3,06 persen menjadi 4,04 persen pada 
periode yang sama. Pengurangan pada tingkat pengangguran sangat terlihat 
di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat 
– seluruhnya dianggap sebagai pusat pertumbuhan penting dalam MP3EI 
milik pemerintah. Secara khusus, layak diperhatikan bahwa pengangguran 
di DKI Jakarta diperkirakan 9,87 persen pada Agustus 2012, dan untuk 
pertama kalinya pengangguran di Jakarta berada di bawah 10 persen dalam 
sepuluh tahun terakhir.

Meskipun tren menurun, pengangguran tetap tinggi untuk angkatan 
muda. Pada tahun 2012 terjadi sedikit penurunan untuk pengangguran 
antara umur 15 dan 24 tahun. Pengangguran angkatan muda kira-kira 19,08 
persen pada Februari 2012 dan 19,56 persen pada Agustus, turun dari 23,92 
persen pada Februari 2011 dan 19,99 persen pada Agustus 2011. Lebih dari 

Pengangguran di 
DKI Jakarta telah 
mencapai tingkat 
terendah dalam 10 
tahun

Gambar 7: 
Tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan, 2010-2012

Sumber: BPS (2012) Situasi pasar tenaga kerja di Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta
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itu, perlu diperhatikan bahwa angkatan muda masih 5,97 kali lebih besar 
menjadi pengangguran dibandingkan mereka yang berusia 25 tahun ke atas, 
dan angkatan muda terhitung 56 persen dari penduduk pengangguran pada 
Agustus 2012.

Pengangguran angkatan muda telah turun dari puncak 33,4 persen pada 
tahun 2005, dan pergeseran pada hasil pasar tenaga kerja untuk angkatan 
muda terkait erat dengan membaiknya kondisi ekonomi yang mampu 
meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pengembalian atas pendidikan. 
Oleh sebab itu, tingkat partisipasi angkatan muda di pasar tenaga kerja 
menurun, seiring meningkatnya kaum muda yang memilih untuk menunda 
masuk ke pasar tenaga kerja demi meningkatkan pendidikan.

Prestasi pendidikan dari penduduk yang aktif  secara ekonomi telah 
berangsur-angsur meningkat seiring waktu (lihat tabel di bawah). Secara 
khusus, tingkat pendaftaran sekolah untuk pendidikan sekunder dan 
tersier meningkat di kalangan generasi muda. Rata-rata tahun sekolah dari 
generasi saat ini di Indonesia lebih-kurang sebanding dengan negara lain 
di wilayah Asia Tenggara. Namun, Indonesia masih memiliki tenaga kerja 
dengan prestasi pendidikan sederhana. Sebagai contoh, hanya sekitar 9,0 
persen dari penduduk yang aktif  secara ekonomi di Indonesia mencapai 
sekolah menengah atas atau pendidikan perguruan tinggi. Indonesia 
perlu meningkatkan proporsi dari penduduk yang aktif  secara ekonomi 
dengan lulusan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi secara cepat 
demi mencapai tujuan yang tercantum dalam  Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan dapat bersaing 
dengan konteks integrasi ASEAN.

Keuntungan yang 
cepat diperlukan 

dalam prestasi 
pendidikan untuk 

meningkatkan daya 
saing tenaga kerja 

Indonesia dalam 
konteks integrasi 

ASEAN

Tabel 1: 
Prestasi pendidikan dari penduduk yang aktif  secara ekonomi dalam persen, 2010-2012

Agustus 2010 Agustus 2011 Agustus 2012Prestasi pendidikan

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta

Tidak sekolah 4,6 5,1 4,6
SD dan di bawah 63,2 62,0 61,3
SMP 24,1 24,8 25,1
SMA dan di atas 8,1 8,2 9,0
Total 100,0 100,0 100,0

menganggur 
dibandingkan 

mereka yang berusia 
25 tahun ke atas

Patut dicatat, intervensi dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi kedua 
sisi permintaan dan penawaran dari ekonomi. Area yang memiliki sejarah 
dari ekonomi lokal yang lesu bisa dijelaskan dengan situasi di mana kedua sisi 
permintaan dan penawaran memroses interaksi untuk menjaga kondisi yang 
berlaku. Kemiskinan yang tinggi dan rendahnya tingkat sumber daya manusia 
bisa membuat daerah menjadi tidak menarik bagi investor dan pengusaha. 
Pengalaman menunjukkan bahwa usaha mendukung pembangunan melalui 

Kesenjangan 
regional terus 

berlanjut, 
memerlukan 

intervensi dari sisi 
permintaan dan 

penawaran
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kegiatan ketenagakerjaan dan kewirausahaan perlu dipasangkan dengan 
strategi pembangunan sehingga pelatihan keterampilan tidak berakhir 
dengan ‘pergolakan’ dari pasar tenaga kerja – hal ini tidak disertai dengan 
peningkatan berkelanjutan pada mata pencaharian dan inovasi dalam 
pembangunan ekonomi. Karenanya penting untuk memberdayakan aktor-
aktor lokal agar dapat menentukan strategi-strategi yang sesuai dengan 
kondisi setempat dan dapat menggerakkan perekonomian lokal menuju 
model yang lebih adil dan berkelanjutan. Pengembangan sumber daya 
manusia dan usaha karenanya memiliki peran yang tidak terpisahkan.

Jumlah jam kerja yang digunakan pekerja memiliki dampak pada 
kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dari penduduk pekerja dan 
biaya kerja perusahaan. Pemahaman tren jumlah jam kerja dari individual 
dan kelompok pekerja yang berbeda sangat penting untuk memantau 
kondisi kerja dan kehidupan. Pekerja paruh waktu meningkat di Indonesia 
dan telah memainkan peran penting dalam memperluas kesempatan kerja 
dan mengurangi pengangguran. Pada Agustus 2012, pekerja paruh waktu 
terhitung 19,42 persen dari penduduk pekerja, memperlihatkan keberlanjutan 
tren dalam perkembangan kerja paruh waktu di Indonesia. Pekerja paruh 
waktu kira-kira 19,21 persen pada tahun 2011, menggambarkan berlanjutnya 
pertumbuhan dari 16,7 persen pada tahun 2010, 15,4 persen pada tahun 
2009 dan 15,7 persen pada tahun 2008. Penelitian lebih lanjut pada tren ini 
dibutuhkan agar dapat memahami secara lebih baik profi l pekerja paruh 
waktu serta sejauh mana faktor permintaan dan penawaran memainkan 
peran pada peningkatan kerja paruh waktu.

Pekerja paruh waktu, didefi nisikan sebagai pekerja yang bekerja kurang 
dari 35 jam per minggu, dapat menjadi batu loncatan menjadi pekerja 
permanen dan tetap. Perlu dicatat, kendati demikian, pekerja paruh waktu 
tidak memungkinkan mendorong konsumsi dan permintaan seperti yang 
dilakukan pekerja tetap akibat perbedaan upah. Adanya pekerja paruh 
waktu bisa merupakan sebuah konsekuensi dari ketidakpastian ekonomi dan 
indikasi adanya kebutuhan yang lebih besar akan fl eksibilitas di tempat kerja 
sebagai upaya mengurangi upah pekerja dan mengatasi fl uktuasi permintaan. 
Kontrak jangka pendek dan sub-kontrak juga memberikan fl eksibilitas bagi 
pengusaha di tempat kerja.

Orang yang bekerja paruh waktu mempunyai pilihan untuk memberikan 
keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Sebagian 
pekerja ingin menambah waktu kerja dan ini dapat dianggap sebagai 
pengangguran terselubung yang “berhubungan dengan waktu” (bekerja 
kurang dari 35 jam dan bersedia untuk bekerja dengan waktu tambahan). 
Pada Agustus 2011, sebesar 11,52 persen dari penduduk pekerja dianggap 
sebagai pengangguran terselubung, yang turun dari Agustus 2011 (12,33 
persen) dan Agustus 2010 (14,10 persen). Pekerja paruh waktu dan 
pengangguran terselubung lebih umum terjadi di kalangan perempuan 
dibandingkan laki-laki dan juga lebih umum terjadi di daerah pedesaan 
dibandingkan perkotaan. 

Kerja paruh waktu 
telah meningkat 
secara drastis, 
sementara setengah 
pengangguran terus 
berkurang secara 
stabil di Indonesia
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Banyak orang di Indonesia bekerja dengan jam kerja yang panjang 
dan bahkan berlebihan. Jam kerja yang panjang, yaitu lebih dari 40 jam per 
minggu seperti tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia 
No. 13/2003. Jam kerja lebih dari 48 jam per minggu dianggap berlebihan, 
seperti tercantum dalam Konvensi ILO No. 1 dan No. 30. Pada Agustus 
2012, sebesar 29,4 persen dari pekerja bekerja antara 40 hingga 48 jam per 
minggu, 15,09 persen bekerja 49 hingga 59 jam dan 11,44 persen bekerja 
lebih dari 60 jam. Secara keseluruhan 55,96 persen pekerja bekerja lebih 
dari 40 jam per minggu pada Agustus 2012, yang konsisten dengan jumlah 
pekerja yang bekerja dengan jam kerja panjang dan berlebihan pada tahun-
tahun sebelumnya.

Pekerja rentan diukur berdasarkan status pekerjaan yang mengindikasikan 
kualitas pekerjaan dan kerentanan mata pencaharian. Indonesia 
mendefi nisikan pekerja rentan dengan mencakup pekerja mandiri, pekerja 
musiman dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.3  Pekerja rentan sama sekali 
tidak menikmati manfaat dari regulasi pasar kerja dan sistem perlindungan 
sosial seperti para pekerja yang menerima upah dan gaji. Mereka biasanya 
bekerja di perekonomian informal, rentan terhadap fl uktuasi pendapatan 
dan memiliki daya beli yang terbatas.

Tren global menunjukkan bahwa pekerja miskin telah mengalami 
penurunan besar seiring waktu, namun situasi pekerja rentan relatif  stagnan. 
Laporan ILO tentang Tren Ketenagakerjaan Global yang diterbitkan pada 
tahun 2013 memperkirakan bahwa pada tahun 2012, sebesar 59 persen dari 
mereka yang bekerja di negara berkembang merupakan pekerja rentan dan 
61,4 persen dari keseluruhan pekerja di Asia Tenggara dan Pasifi k merupakan 
pekerja rentan. Pekerjaan rentan di Indonesia diperkirakan lebih tinggi dari 
kedua kategori jumlah tersebut. Pada tahun 2012 diperkirakan 60 hingga 63 
persen dari mereka yang bekerja bisa dikategorikan sebagai “pekerja rentan” 
(lihat tabel di bawah). Situasi pada tahun 2012 menunjukkan perkembangan 
solid dari tahun 2011, dengan perkiraan pekerjaan sebesar 65,76 persen pada 
Februari dan 62,17 persen pada Agustus.

Pada tahun 2012, 
antara 60 hingga 

63 persen dari 
keseluruhan pekerja 

dapat dianggap 
sebagai “pekerja 

rentan”.

3 Defi nisi Indonesia untuk pekerja rentan dengan defi nisi ILO untuk pekerja rentan sedikit 
berbeda. ILO mendefi nisikan pekerja rentan sebagai jumlah pekerja mandiri dan menggunakan 
pekerja keluarga, sementara Indonesia juga menambahkan pekerja musiman dan pengusaha yang 
dibantu oleh pekerja sementara/pekerja cuma-cuma dalam defi nisinya untuk pekerja rentan. 
Hal ini karena kebiasaan pekerjaan di Indonesia, yang sering kali informal dengan kondisi kerja 
yang tidak layak, dan biasanya memiliki pendapatan tidak layak, produktivitas rendah dan kondisi 
kerja di bawah hak-hak dasar pekerja. 
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Analisis lebih jauh dari pekerja berdasarkan gender menunjukkan 
adanya perbedaan dalam kerentanan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, 
serta sifat dan komposisi pekerjaan rentan juga jauh berbeda bagi laki-laki 
dan perempuan. Sebagai contoh, tingkat pekerjaan rentan perempuan jauh 
lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan jarak perbedaan antara 7,5 dan 
7,7 poin persen pada tahun 2012. Perempuan juga tiga kali lebih mungkin 
dikategorikan sebagai pekerja rentan karena statusnya sebagai pekerja 
keluarga, sementara laki-laki lebih mungkin dikategorikan sebagai pekerja 
rentan karena statusnya sebagai pekerja mandiri atau pekerja musiman. 

Perempuan juga 
cenderung tiga kali 
lebih dianggap 
sebagai pekerja 
rentan karena status 
mereka sebagai 
pekerja keluarga 
dibandingkan laki-
laki.

Tabel 2: 
Presentase pekerja dalam pekerjaan rentan tahun 2012

Februari Maret AgustusLaki-laki dan Perempuan

a) Pekerja  33,81 34,05 36,36

b) Pengusaha 48,91 49,24 47,49

i) Perusahaan 3,48 3,9 3,5

ii) Pekerja mandiri 35,38 34,81 33,57

iii) Pekerja musiman 10,04 10,53 10,42

c) Pekerja keluarga 17,29 16,71 16,15

d)  Pekerja rentan (ii + iii + c) 62,71 62,05 60,14

Februari Maret AgustusLaki-laki

a) Pekerja 35,65 35,8 38,18

b) Pengusaha 56,88 56,92 54,8

i) Perusahaan 4,52 5,03 4,58

ii) Pekerja mandiri 40,2 39,06 37,48

iii) Pekerja musiman 12,15 12,83 12,75

c) Pekerja keluarga 7,47 7,28 7,01

d) Pekerja rentan (ii + iii + c) 59,83 59,17 57,24

Februari Maret AgustusPerempuan

a) Pekerja 30,85 31,23 33,35

b) Pengusaha 36,12 36,81 35,37

i) Perusahaan 1,82 2,07 1,71

ii) Pekerja mandiri 27,65 27,93 27,12

iii) Pekerja musiman 6,65 6,81 6,55

c) Pekerja keluarga 33,03 31,96 31,28

d) Pekerja rentan (ii + iii + c) 67,33 66,7 64,95

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta. 
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Mengingat sulitnya transisi dari pekerja keluarga ke pekerjaan di luar keluarga, 
dimensi gender dari pekerja rentan di Indonesia membutuhkan perhatian 
khusus dari para pembuat kebijakan.

Antara tahun 2001 dan 2009 jumlah pekerjaan yang berada di 
perekonomian informal relatif  stabil; 61 hingga 66 persen dari keseluruhan 
pekerjaan yang ada berada di dalam perekonomian informal pada periode 
ini. Namun, tren dalam tiga tahun terakhir ini memperlihatkan adanya 
pergeseran ke arah formalitas dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 
2010 diperkirakan 59,0 persen pekerja bekerja di ekonomi informal. 
Pada tahun 2011 dan 2012 tren ini berlanjut, dengan perkiraan pekerjaan 
informal sebesar 54,7 persen dan 53,6 persen. Formalitas telah menjadi 
isu penting bagi pasar tenaga kerja Indonesia, dan berbagai upaya telah 
dilakukan untuk mereformasi pendidikan dan mengurangi hambatan atas 
formalitas selama lebih tiga tahun belakangan ini. Sebagai contoh, investasi 
infrastruktur dipercepat, akses atas pendidikan primer saat ini mendekati 
lengkap dan program sertifi kasi guru telah dijalankan. Tren meningkatnya 
formalitas di Indonesia sangat menarik dan dapat memberikan informasi 
bagi negara tetangga di wilayah sama yang juga menginginkan perpindahan 
ke perekonomian formal.

Gambar 8: 
Pekerjaan formal dan informal antara 2001 dan 2012, dalam persen

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
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Tren juga menunjukkan bahwa akses laki-laki dan perempuan pada 
pekerjaan formal telah meningkat tinggi seiring waktu, tetapi hasilnya masih 
tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2001, 67,5 persen 
pekerja perempuan dan 57,9 persen pekerja laki-laki bekerja di perekonomian 
informal. Pada tahun 2012, 57,5 persen pekerja perempuan dan 51,2 persen 
pekerja laki-laki bekerja di perekonomian informal. Pekerjaan informal 
bagi perempuan menurun jauh lebih cepat dibandingkan laki-laki, namun, 
usaha lebih jauh dibutuhkan untuk menjembatani perbedaan gender dan 
memastikan bahwa baik pekerja laki-laki maupun perempuan memiliki 
akses yang sama terhadap pekerjaan di perekonomian formal, mengingat 
pekerjaan formal umumnya berhubungan dengan tingkat produktivitas yang 
lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik.

Sejauh mana kegiatan ekonomi memperoleh tempat dalam 
perekonomian formal atau informal juga menunjukkan ketidaksetaraan 
regional, dengan perkiraan formalitas tertinggi ada di DKI Jakarta (78,43 
persen), diikuti Kepulauan Riau (74,10 persen) dan yang terendah di Papua 
(22,10 persen), diikuti Nusa Tenggara Timur (23,75 persen). Sisi keuntungan 
dari perekonomian informal pada tahun 2012 adalah 53,57 persen sementara 
perekonomian formal 46,43 persen.

Gambar 9: 
Formalitas berdasarkan provinsi dalam persen, Agustus 2012

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.
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Tabel 3: 
Ketenagakerjaan berdasarkan sektor 2008-2012 dalam persen

Sektor

Sumber: BPS (2012) Situasi Pasar tenaga kerja di Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta

    2008 2009 2010 2011 2012

Pertanian, Kehutanan, Perburuan 40,30 39,68 38,35 35,86 35,09
dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 1,04 1,10 1,16 1,34 1,44
Manufaktur 12,24 12,24 12,78 13,26 13,87
Listrik, Gas dan Air 0,20 0,21 0,22 0,22 0,22
Konstruksi 5,30 5,23 5,17 5,78 6,13
Perdagangan Grosir, Perdagangan 20,69 20,93 20,79 21,33 20,90
Ritel, Restoran dan Hotel
Transportasi, Penyimpanan 6,03 5,83 5,19 4,63 4,51
dan Komunikasi
Layanan Keuangan, Asuransi,  1,42 1,42 1,61 2,40 2,40
Properti dan Bisnis
Layanan Komunitas, Sosial,  12,77 13,35 14,75 15,18 15,43
dan Pribadi 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pergeseran struktural pada komposisi sektoral dari perekonomian 
Indonesia terus berkembang pada tahun 2012, dengan pekerjaan di sektor 
pertanian menurun dan pekerjaan di sektor jasa meningkat (lihat tabel di 
bawah). Investasi publik dan sektor swasta berkembang dengan cepat, dan 
dengan hasil pertumbuhan pekerjaan pada sektor konstruksi. Pekerjaan di 
sektor keuangan, asuransi, properti dan jasa terus berkembang, dan saat 
ini sektor-sektor tersebut mempekerjakan hampir dua kali jumlah pekerja 
yang diperkerjakan tahun 2008. Pertumbuhan dapat ditandai dari reformasi 
sektoral yang secara sukses menciptakan kestabilan dan memperkuat 
pemerintahan. Sebagai contoh, regulasi ditempatkan di tempat yang lebih 
ketat untuk menghubungkan perluasan ke modal dasar. Pengamanan untuk 
memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari portofolio bank menuju ke 
sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga harus diperkenalkan.

Penyesuaian 
struktural terus 

berkembang

Pekerjaan di sektor manufaktur berkembang secara cepat dan saat ini 
lebih tinggi (dalam hal pembagian sektoral dan angka mutlak) dari yang 
pernah ada dalam dekade terakhir. Pembuat kebijakan telah lama berupaya 
untuk menstimulasi sektor manufaktur guna mengembalikan statusnya 
seperti sebelum tahun 1998, ketika sektor ini menjadi penggerak ekonomi 
dan pertumbuhan di Indonesia. Namun, komposisi struktural dari sektor 
manufaktur saat ini berbeda dari 15 tahun lalu. Banyak kegiatan intensif  
pekerja, seperti manufaktur tekstil, kulit, garmen dan sepatu yang stagnan, 
sementara manufaktur makanan (termasuk pemrosesan minyak sawit) 
dan manufaktur yang lebih padat modal (seperti manufaktur mesin dan 
pemrosesan zat kimia) berkembang.

Pekerjaan pada 
sektor manufaktur
telah berkembang 

dan sekarang 
mencapai 10 tahun 

tertinggi
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Nominal rata-rata meningkat dengan stabil selama beberapa tahun 
terakhir; pada Agustus 2012 nominal upah rata-rata per bulan untuk pekerja 
dan buruh kira-kira berkisar Rp. 1.630.193. Ini meningkat 6,2 persen dari 
tahun sebelumnya. Kenaikan nominal upah rata-rata dipersiapkan pada 
tahun 2013 dengan mengalihkan kenaikan signifi kan pada upah minimum 
pada triwulan terakhir tahun 2012 di seluruh Indonesia.

Nominal upah rata-
rata adalah Rp. 1,6  
juta pada Agustus 
2012, naik sebesar 
6,2 persen dari tahun 
lalu

Gambar 10: 
Upah nominal rata-rata untuk pekerja dan buruh, 2007-2012

Sumber: BPS (2012) Situasi pasar tenaga kerja di Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
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Secara umum, peningkatan upah di Indonesia memiliki laju tetap dengan 
indeks harga konsumen di tahun-tahun terakhir, dengan pengecualian tahun 
2005 dan 2008. Sebagai contoh, pada tahun 2012 indeks harga konsumen 
4,3 persen dan nominal upah minimum lebih tinggi, pada 6,2 persen. 
Namun, infl asi untuk komoditi harian, khususnya makanan, sangat tinggi 
dibandingkan tingkat infl asi keseluruhan, yang berdampak besar pada daya 
beli pekerja miskin. Penelitian lebih jauh pada pola konsumsi dari pekerja 
miskin dan pemisahan ukuran infl asi dibutuhkan untuk pemahaman lebih 
mendalam terhadap hubungan antara pertumbuhan upah dan infl asi bagi 
berbagai pekerja di Indonesia. Pada tahun 2012, upah rata-rata nominal per 
bulan untuk pekerja dan buruh adalah 45,4 persen lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata upah minimum untuk Indonesia.

Pada tingkat lokasi, provinsi dengan upah nominal rata-rata tertinggi 
untuk pekerja dan buruh tahun 2012 dipegang Papua, diikuti Kepulauan 
Riau, Kalimantan Timur, Jakarta dan Papua Barat. Provinsi dengan nominal 
upah rata-rata terendah untuk pekerja dan buruh dipegang Jawa Tengah, 

Pada tahun 2012, 
upah rata-rata 
nominal per bulan 
untuk pekerja dan 
buruh adalah 45,4 
persen lebih tinggi 
dibandingkan rata-
rata upah minimum 
untuk Indonesia

Rata-rata upah bersih per bulan untuk pengusaha dan pekerja Rata-rata pertumbuhan per tahun
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diikuti Lampung dan Jawa Timur. Provinsi dengan pertumbuhan nominal 
upah tertinggi pada tahun 2012 adalah Jambi dengan 8,8 persen, yang 
merupakan akibat dari peningkatan upah minimum provinsi antara tahun 
2011 dan 2012. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan terendah untuk 
nominal upah tahun 2012 termasuk Sulawesi Utara (2,2 persen), Kepulauan 
Riau (2,6 persen) dan Sulawesi Tenggara (3,8 persen), serta semua provinsi 
yang sebelumnya memiliki pertumbuhan tinggi dalam nominal upah rata-
rata (di atas 13 persen) pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012 upah rata-rata minimum untuk Indonesia diperkirakan 
Rp. 1.121.460 (BPS, 2012), naik sebesar 11,8 persen dari tahun sebelumnya. 
Upah minimum tertinggi ada di Jakarta, Papua, Papua Barat dan Aceh, 
sementara upah minimum terendah ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Tabel 4: 
Upah minimum rata-rata dan upah nomimal rata-rata Indonesia, 2010-2012

Nominal upah rata-rata 
untuk pekerja dan buruh 

(Agustus)

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

2010 1.410.982 908.800
2011 1.529.161 988.829
2012 1.630.193 1.121.460

Upah minimum rata-
rata untuk IndonesiaTahun

Rata-rata upah nominal per bulan untuk pekerja dan buruh 45,4 persen 
lebih tinggi dibandingkan upah minimum rata-rata Indonesia pada tahun 
2012. Pada tahun 2011, nominal upah rata-rata per bulan untuk pekerja 
dan buruh 53 persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum rata-rata, 
menandakan bahwa pertumbuhan upah melambat pada tahun 2012.

Seiring waktu, perbedaan antara upah minimum rata-rata dan upah 
menengah mengecil. Sebagai gambaran, tahun 2001 upah minimum rata-
rata secara sederhana adalah Rp. 488.788; upah rata-rata 70,8 persen lebih 
tinggi dibandingkan upah minimum, dan tren perbedaan ini berlanjut hingga 
tahun 2012. Hal ini menandakan bahwa meski kenaikan upah minimum tetap 
mengikuti kecepatan infl asi, posisi keseluruhan dari pekerja menurun.



Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2012

19

Gambar 11: 
Tren upah menengah dan minimum Indonesia, 2001-2012

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.
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Upah laki-laki dan perempuan meningkat secara berangsur-angsur 
sepanjang tahun 2012, dengan upah rata-rata bagi pekerja laki-laki meningkat 
2,9 persen sementara pekerja perempuan meningkat 3,3 persen antara 
Februari 2012 dan Agustus 2012. Di balik tingkat pertumbuhan yang lebih 
tinggi bagi upah perempuan pada tahun 2012, kesenjangan kesetaraan upah 
yang besar tetap terjadi antara pekerja laki-laki dan perempuan. Pada tahun 
2012, upah laki-laki dipekirakan 26 persen lebih tinggi dibandingkan upah 
perempuan, dengan laki-laki diperkirakan menerima Rp. 1,7 juta dalam 
upah rata-rata sepanjang tahun dan perempuan diperkirakan menerima 
Rp. 1,3 juta.

Tabel 5: 
Upah rata-rata pekerja berdasarkan gender dan lokasi, 2012

Februari Maret AgustusVariabel

Laki-laki 1.707.229 1.727.777 1.756.606
Perempuan 1.346.733 1.365.545 1.390.681

Perkotaan 1.718.710 1.740.869 1.761.303
Pedesaan 1.267.024 1.298.924 1.324.900

Total 1.580.882 1.600.808 1.630.193

Sumber: BPS (2012) Indikator pasar tenaga kerja Indonesia: Agustus 2012, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Ru
pi

ah

Rata-rata sederhana upah minimum Rata upah bersih per bulan untuk pengusaha dan pekerja

Rata-rata upah minimum dibandingkan upah bersih (persen)
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Terdapat juga ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. 
Upah rata-rata untuk pekerja pada tahun 2012 di daerah perkotaan 
diperkirakan 33 dan 35 persen lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. 
Upah pedesaan juga mengalami fl uktuasi musiman; upah rata-rata pekerja 
perkotaan meningkat 2,5 persen antara Februari 2012 dan Agustus 2012, 
sementara upah dari pekerja pedesaan meningkat 4,6 persen.
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Upaya untuk menciptakan 
ekonomi yang adil dan 

berkelanjutan

2

2.1 Pentingnya kualitas tenaga kerja untuk  
 pembangunan yang adil4

Indonesia telah menjadi pemain kuat di perekonomian dunia. Pada tahun 
2011 Indonesia meningkatkan statusnya menjadi negara berpenghasilan 
menengah sejalan dengan PDB per kapita yang melampaui USD 3000 
per tahun. Pertumbuhan ekonomi tetap kuat dan Krisis Finansial Global 
tahun 2008 memberikan dampak terbatas pada indikator makro-ekonomi. 
Indonesia berada dalam jalur untuk mendapatkan target pengurangan 
kemiskinan (antara delapan dan sepuluh persen tahun 2014) dan target 
pengurangan pengangguran (antara lima dan enam persen tahun 2014).

Meskipun ada indikator positif  tersebut, riset menemukan bahwa 
Indonesia mengalami penurunan signifi kan dalam elastisitas petumbuhan-
ke-pekerjaan di seluruh sektor ekonomi sejak krisis fi nansial Asia 1998 (lihat 
tabel di bawah). Pengangguran terselubung terus ada dan kesempatan kerja 
di ekonomi formal dan perlindungan sosial, lambat berkembang. Tren ini 
memiliki implikasi penting untuk persamaan dan pemerataan pembangunan 
di Indonesia.

Meskipun Indonesia 
tetap berada 
pada jalur dalam 
mencapai target 
pengurangan nilai 
pengangguran, 
Indonesia 
mengalami 
tantangan dalam 
memberikan 
pekerjaan berkualitas

Tabel 6: 
Elastisitas output ketenagakerjaan berdasarkan sektor

Pra-krisis
1993-97

Paska-krisis
2000-06

Periode pertama 
SBY  2005-09

Sektor

Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan 1,576 1,132 0,653

Pertambangan dan penggalian 0 0,492 0,287

Listrik, gas, dan air 0  0,825

4 Bab ini, bagian dari Laporan Tren Pekerja dan Sosial dibuat atas kontribusi dari Tadjoeddin, 
Z. (2012) Pekerjaan layak: Dalam kualitas pekerja di Indonesia, University of  Western Sydney, 
Sydney (prasaran tidak diterbitkan); dan ILO (2011) Profi l pekerjaan layak negara: Indonesia, 
International Labour Organization, Jenewa. 
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Sebagai contoh, lebih dari satu dekade terakhir perkembangan pada 
kesempatan kerja tercampur, terutama pada tiga bidang penting: gender, 
usia, dan pekerjaan informal. Pekerja muda menghadapi tantangan serius 
dalam pasar tenaga kerja, meskipun situasi keseluruhan sudah meningkat 
sejak 2005. Hanya penurunan kecil pada bagian pekerja yang masuk dalam 
pekerjaan informal yang terlihat. Ketidaksetaraan gender dalam pasar tenaga 
kerja juga terus ada.

Kemajuan dalam pendapatan memadai dan kerja produktif  hanya 
sedikit. Walaupun kenaikan positif  keseluruhan pada upah riil rata-rata 
bagi laki-laki dan perempuan, perbedaan antara upah minimum dan 
upah menengah mengecil, disertai kenaikan pada batas upah riil ketika 
dibandingkan dengan tren upah minimum. Pengawasan kebijakan upah 
minimum perlu diperkuat untuk melindungi pekerja, khususnya dalam 
masalah ketidaksesuaian dan penyelenggaraan.

Selama dekade terakhir, sebuah bagian yang penting dan meningkat 
dari penduduk pekerja bergerak di pekerjaan musiman (dari 6 juta tahun 
2001 menjadi 11,5 juta tahun 2012). Bagian dari pekerja pada pekerjaan 
informal menurun sedikit namun masih tinggi, sedikitnya tiga dari lima 
pekerja bekerja di sektor informal. Upah riil dari pekerja musiman masih 
kira-kira dua per lima dari tingkat pekerja reguler. Peningkatan jumlah dari 
pekerja yang menerima bayaran rendah (dua per tiga dari upah menengah) 
antara 1996 dan 2012 juga dalam tren mengkhawatirkan.

Usaha lebih jauh dibutuhkan untuk menanggapi pekerjaan berbahaya 
dan pekerja anak. Perkembangan penting dibuat antara 1996 dan 2010 
dengan meningkatkan penerimaan sekolah dan tingkat kehadiran, dan 
jumlah dari pekerja anak pada penduduk usia 10 sampai 17 tahun menurun. 
Meskipun demikian, lebih dari 1,5 juta anak usia 10 sampai 17 terlibat 
sebagai pekerja anak tahun 2010, kebanyakan di sektor pertanian. Hampir 
setengah dari pekerja anak berusia 5-17 terlibat di pekerjaan berbahaya. 

Pengangguran 
dan kemiskinan 

telah banyak 
digunakan untuk 

mengukur kualitas 
pembangunan; akan 

tetapi, pengukuran 
diperlukan untuk 
lebih memahami 

dinamika 
pertumbuhan dan 

pembangunan

Sektor

Sumber: dikumpulkan dari Tadjoeddin (2011) Pembuatan dan Penerapan dari Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional: 
Pelajaran dari Indonesia, International Labour Offi ce: Jenewa (Laporan tidak diterbitkan). 

Manufaktur 2,488 0,408 0

Konstruksi 0,931 0,563 0,753

Perdagangan grosir, perdagangan ritel,  1,345 0,874 0 , 5 2 4
restoran, dan hotel

Transportasi, penyimpanan, dan komunikasi 1,16 0,703 0

Layanan keuangan, asuransi, real estate,  1,008 0,632 0
dan bisnis

Layanan komunitas, sosial, dan pribadi 0,411 0,316 0,460

Pra-krisis
1993-97

Paska-krisis
2000-06

Periode pertama 
SBY  2005-09
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Dilihat sebagai kerja paksa, kemudian dilakukan usaha untuk menghapus 
perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Pengukuran 
lebih jauh dibutuhkan untuk menghapus secara total bentuk pekerjaan 
mengerikan ini namun usaha tersebut terhalang oleh kemiskinan, akses 
atas pendidikan sekunder dan tersier, permintaan pekerja anak, dan juga 
kesenjangan dalam pelaksanaan hukum.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran banyak digunakan sebagai 
indikator kunci untuk mengukur perkembangan sosio-ekonomi secara 
global. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) memasukkan sebuah 
target untuk mendapatkan pekerjaan penuh dan produktif  dan pekerjaan 
layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Tetapi, target 
ini hanya menyediakan pandangan terbatas terhadap kualitas pertumbuhan 
dan pembangunan. Demi memastikan perkembangan tersebut mampu 
mendukung prinsip keadilan sosial, perlu untuk memiliki pemahaman lebih 
luas dari kerugian dan kualitas dari pembangunan, khususnya kualitas dari 
mata pencaharian bagi mereka yang telah lolos dari kerugian.

Indikator yang bisa menyediakan pandangan lebih jauh untuk kualitas 
dari pekerjaan dan perkembangan makro-ekonomi termasuk pengangguran 
terselubung, formalitas, pekerjaan berbahaya, pendapatan rendah, dan 
perlindungan sosial. Pengangguran terselubung didefinisikan sebagai 
mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mencari tambahan 
pekerjaan. Terdapat peningkatan pada tingkat pengangguran terselubung 
di Indonesia belakangan ini. Begitu juga dengan pekerjaan informal yang 
tertular, namun terdapat ketidaksetaraan regional besar pada perkembangan 
ekonomi formal. Proporsi dari pekerja pada pekerjaan rentan, di mana ini 
adalah sebuah ukuran bagi pekerja mandiri, musiman atau pekerja keluarga, 
tetap pada kisaran 65 persen dari semua jenis pekerja tersebut.

Indonesia dalam jalur untuk mendapatkan target tingkat pengangguran 
tahun 2014, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pekerjaan. Sebagian besar penduduk pekerja masih 
jauh dalam memiliki pekerjaan layak yang menyediakan perlindungan sosial, 
memenuhi standar minimum buruh dan keuntungan dari dialog sosial. Dalam 
menghadapi latar belakang ini, Indonesia tidak boleh hanya berkonsentrasi 
pada pengurangan pengangguran untuk mendukung perkembangan sosio-
ekonomi yang adil. Fokus yang lebih jauh harus diberikan pada kualitas 
mata pencaharian dan pekerjaan pada mereka yang telah lolos dari ukuran 
terendah kerugian. Penekanan perlu diletakkan pada kualitas dari pekerjaan 
dibandingkan hanya semata-mata mengurangi tingkat pengangguran. 
Lebih dari itu, memperbesar cakupan dari indikator yang digunakan untuk 
mengukur pekerja dan pengangguran terselubung akan mendukung tujuan 
nasional dalam mencapai pekerjaan layak untuk semua.

Agar lebih dekat 
ke tujuan dari 
mencapai pekerjaan 
layak untuk semua, 
penekanan harus 
ditempatkan pada 
kualitas pekerjaan 
dibandingkan 
hanya ke 
pengurangan tingkat 
pengangguran
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2.2 Perlindungan sosial demi kelangsungan  
 ekonomi

Undang-undang Indonesia mengakui hak perlindungan sosial untuk 
semua, dan tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan sebuah 
kerangka kerja untuk ketetapan dari perlindungan sosial. Indonesia 
menganggap perlindungan sosial sebagai elemen penting dari stabilitas 
sosio-ekonomi dan kemerataan. Walaupun program perlindungan sosial 
saat ini cenderung terbagi, kemajuan terjadi menghadapi ketentuan dari 
perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Sebuah tonggak penting yaitu 
pelaksanaan progresif  dari Undang-Undang Sistem Perlindungan Sosial 
Nasional (Undang-Undang No. 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial 
Nasional). Undang-undang memerintahkan untuk memberikan perlindungan 
jaminan sosial kepada seluruh rakyat mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, 
masa tua, dan kematian serta pensiun bagi pekerja dan keluarganya. Undang-
undang memuat ketentuan untuk skema non-kontribusi bagi rakyat miskin, 

Kotak 1: 
“Rencana Aksi Ketenagakerjaan” dari Wakil Presiden

Pada Mei 2012 Kantor Sekretariat Wakil Presiden memper-
sembahkan Rencana Aksi untuk Menciptakan Lapangan Kerja untuk 
Indonesia yang berisi lima pilar strategis berikut ini: 

1. Informasi pasar tenaga kerja dan layanan ketenagakerjaan;
2. Memperkuat keterampilan dan kapasitas tenaga kerja;
3. Mengembangkan usaha mikro dan kecil dan kewirausahaan untuk 

menciptakan kesempatan kerja;
4. Program infrastruktur insentif  buruh; dan
5. Program penciptaan pekerjaan darurat.

Rencana Aksi Ketenagakerjaan disusun untuk meningkatkan 
hubungan dan standar antara kebijakan dan program pasar tenaga 
kerja dengan membuat investasi strategis pada sistem dan pelayanan 
untuk memperkuat hasil pekerjaan. Sebagai contoh, isu-isu yang 
diketahui berkaitan dengan keterlibatan sektor swasta terbatas dalam 
perkembangan dari program pelatihan dan berusaha meningkatkan 
hubungan dan standar minimum untuk meningkatkan fungsi dari 
program pelatihan berbasis kompetensi. Ini direncanakan untuk 
memperkuat kewirausahaan dengan mengonsolidasikan pelayanan 
pengembangan bisnis, meningkatkan akses atas modal dan secara 
lebih jauh melibatkan sektor swasta dalam perancangan program. Ini 
juga akan memperkuat hubungan strategis antara program penciptaan 
kerja yang diinvestasikan pada infrastruktur dan tujuan perkembangan 
ekonomi yang lebih luas. Tujuannya adalah bahwa usaha ini akan 
memperkuat kapasitas tenaga kerja dan hasil pekerjaan untuk pasar 
tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan dengan kesetaraan.

Undang-Undang 
Dasar Indonesia 

menyadari hak 
atas keamanan 

sosial bagi semua
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skema kontribusi bagi yang bekerja sendiri, dan skema perlindungan sosial 
menurut undang-undang bagi pekerja ekonomi formal. Legislasi penting 
lain yang berkaitan dengan perlindungan sosial adalah Badan Pelaksana 
Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan diharapkan memulai operasinya 
tahun 2014, sementara penerapan dari BPJS Ketenagakerjaan diantisipasikan 
mulai tahun 2015.

ILO dan Pemerintah Indonesia telah bekerja sama untuk mendukung 
realisasi dari perlindungan sosial bagi semua melalui kerangka kerja Landasan 
Perlindungan Sosial (SPF) ILO. Sejak April 2011 hingga November 2012 
ILO, dengan kolaborasi erat dengan kementerian yang terkait dan sub 
kelompok kerja UNPDF untuk Landasan Perlindungan Sosial di Indonesia, 
Badan-badan PBB, mitra sosial, organisasi masyarakat sipil, akademis, dan 
pemangku kepentingan terkait untuk mengkaji situasi perlindungan sosial di 
Indonesia, mengidentifi kasi kesenjangan kebijakan dan isu penerapan, dan 
menggambar rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mencapai landasan 
perlindungan sosial yang komprehensif  di Indonesia.

Pengkajian menemukan beberapa kesenjangan umum dan isu seputar 
program perlindungan sosial di Indonesia, antara lain: keterbatasan 
jangkauan, akses terbatas untuk pelayanan sosial – khususnya di bagian 
Timur Indonesia, keterbatasan hubungan antara program perlindungan 
sosial dan layanan pekerjaan, hampir tidak ada perlindungan sosial untuk 
pekerja di ekonomi informal, penghindaran perlindungan sosial yang 
tinggi di ekonomi formal, keterbatasan data dan isu target, sebagaimana 
isu koordinasi dan tumpang tindih di antara macam-macam program 
pemerintah. 

Pengkajian memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan 
perlindungan sosial di Indonesia, yaitu:

Merancang dan mengarahkan Pelayanan Satu Jendela (Single Window • 
Service/SWS) untuk program perlindungan sosial dan layanan 
ketenagakerjaan di tingkat lokal;
Memastikan bahwa paket pelayanan kesehatan meliputi tingkat jaminan • 
yang memadai;
Memperluas cakupan dari Program Keluarga Harapan (PKH), • 
sebuah program transfer tunai yang memfasilitasi akses untuk nutrisi, 
pendidikan, dan perawatan anak untuk keluarga miskin;
Mendukung penerapan BPJS Kesehatan (BPJS I) dan BPJS • 
Ketenagakerjaan (BPJS II);
Menjalankan sebuah studi kelayakan untuk asuransi pengangguran • 
dengan pekerjaan dan program keterampilan;
Memperluas cakupan dari program untuk angkatan tua rentan dan • 
masyarakat penyandang disabilitas berat; dan
Mengembangkan sebuah basis data yang mendalam dari individu dalam • 
kelompok sasaran seperti penyandang disabilitas.

Efektivitas 
dari program 
perlindungan 
sosial di Indonesia 
dipengaruhi oleh 
cakupan dan akses 
atas layanan, 
menghubungkan 
antara layanan 
perlindungan 
sosial dengan 
layanan pekerjaan, 
dan mekanisme 
untuk mengawasi 
kepatuhan
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Kotak 2: 
Rekomendasi ILO No. 202 Tahun 2012 tentang Landasan 

Perlindungan Sosial

Konsep landasan perlindungan sosial diungkapkan di Rekomendasi ILO 
No. 202 tentang Landasan Perlindungan Sosial Nasional yang diadopsi sebagian 
besar pemerintah, perwakilan pengusaha dan pekerja yang menghadiri Konferensi 
Perburuhan Internasional pada Juni 2012. Rekomendasi menegaskan kembali 
perlindungan sosial sebagai hak asasi manusia dan sebuah kebutuhan sosial dan 
ekonomi. Rekomendasi menyediakan panduan untuk negara dalam membuat 
dan menjaga landasan perlindungan sosial nasional sebagai elemen dasar dari 
sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Sebagai tambahan, Rekomendasi 
menawarkan arahan untuk mengembangkan strategi untuk memastikan secara 
bertahap tingkat yang lebih tinggi dari perlindungan sosial tersedia untuk sebanyak 
mungkin orang seiring berjalannya waktu.

Landasan perlindungan sosial merupakan sebuah set dari defi nisi nasional 
jaminan perlindungan sosial pokok yang memungkinkan dan memperkuat seluruh 
anggota masyarakat untuk mengakses kebutuhan dan pelayanan minimum kapan saja. 
Landasan perlindungan sosial bermaksud untuk memperoleh situasi di mana:

(1) Seluruh penduduk memiliki akses pelayanan kesehatan terjangkau, termasuk 
pelayanan persalinan;

(2) Seluruh anak menerima jaminan tunjangan untuk memperoleh akses atas nutrisi, 
pendidikan, perawatan dan berbagai macam kebutuhan dan pelayanan;

(3) Seluruh orang dalam usia kerja baik yan bekerja maupun tidak memperoleh 
pendapatan memadai, khususnya dalam kondisi sakit, pengangguran, persalinan 
dan disabilitas, menerima jaminan pendapatan pokok dan;

(4) Seluruh penduduk pada usia tua menerima jaminan pendapatan pokok melalui 
pensiun atau bantuan tunai sejenis.

Komponen dari landasan perlindungan sosial bersifat fl eksibel dan selayaknya 
diselaraskan dengan kerangka kerja perlindungan sosial pada tingkat nasional. 
Empat jaminan menerapkan standar minimum untuk memastikam tersedianya akses, 
cakupan dan tingkat pendapatan jaminan dan pelayanan kesehatan, dibandingkan 
merumuskan gambaran spesifi k untuk sistem perlindungan sosial nasional. Meski 
tidak semua negara bisa dengan cepat meletakkan seluruh komponen dari landasan 
perlindungan sosial untuk seluruh warganya, landasan perlindungan sosial ini 
menyediakan sebuah kerangka kerja untuk merencanakan standar minimum dam 
implementasi bertahap dari sistem perlindungan sosial secara menyeluruh.

Kerangka kerja landasan perlindungan sosial bisa digunakan untuk 
menggambarkan perlindungan sosial yang sudah ada, perlindungan sosial dan 
program pengurangan kemiskinan, mengidentifi kasi kesenjangan kebijakan dan 
masalah  penerapannya, dan rekomendasi untuk formulasi kebijakan perlindugan 
sosial lebih lanjut dan implementasinya. Biaya skema perlindungan sosial yang 
ditawarkan bisa diperkirakan dan diproyeksikan dengan menggunakan model 
ekonomi sederhana, agar bisa memberikan masukan penting terkait ruang fi skal 
dan opsi kebijakan perlindungan sosial.
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2.3 Memperkirakan biaya perluasan    
 perlindungan sosial di Indonesia

Biaya program perluasan perlindungan sosial di wiliayah yang dipilih 
dapat diperkirakan dan diproyeksikan dengan skenario pembangunan untuk 
masukan ke dalam model ekonomi sederhana – yang disebut Protokol 
Penilaian Cepat (RAP). Model RAP ini berdasarkan pada penggunaan 
data dan data excel dari sistem akun nasional untuk mengkalkulasikan biaya 
program perlindungan sosial yang dipilih bagi penduduk sasaran. Model ini 
tidak memberikan rekomendasi fi nansial dari keuntungan tambahan, namun 
memberitahukan bahwa perlindungan sosial dapat disubsidi penuh  atau 
sebagian oleh pemerintah, atau mendapatkan kontribusi penuh. 

Skenario dibuat dengan memfokuskan pada akses layanan kesehatan 
dan jaminan penghasilan untuk empat kelompok sasaran, yaitu: 

Anak-anak; • 
Penduduk usia kerja;• 
Orang-orang dengan disabilitas; dan• 
Lanjut usia. • 

Model ini digunakan untuk memperkirakan ketentuan tambahan yang 
mungkin diperlukan untuk menawarkan perlindungan sosial dan jaminan 
penghasilan ke seluruh rakyat Indonesia di sepanjang siklus kehidupannya 
- untuk “menghapus kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial”. Biaya yang 
diperkirakan adalah 2,45 persen dari PDB pada tahun 2020 untuk menjamin 
tingkat minimum dari perlindungan sosial bagi semua orang. Estimasi biaya 
ini merupakan penambahan pengeluaran perlindungan sosial yang sudah 
ada, yaitu 1,2 persen dari PDB di tahun 2009 dan tergolong rendah jika 
dibandingkan dengan negara ASEAN lain, misalnya Thailand (3,6 persen) 
atau Vietnam (4,7 persen). 

Berkaitan dengan layanan kesehatan, penghapusan kesenjangan 
Landasan Perlindungan Sosial untuk layanan kesehatan menghabiskan biaya 
antara 0,17 persen dari PDB (skenario “rendah”) hingga 0,98 persen dari 
PDB (skenario “tinggi”) di tahun 2020. Kedua skenario rendah dan tinggi 
untuk penyediaan layanan kesehatan terkait dengan paket yang saat ini 
dikembangkan dalam pengimplementasian kerangka kerja BPJS Kesehatan 
(BPJS I). “Skenario rendah” termasuk: 

Perluasan manfaat asuransi kesehatan tingkat moderat kelas tiga bagi • 
masyarakat miskin, hampir miskin, dan rentan (di bawah 40 presen 
berdasarkan penghasilan); 
Tes HIV bagi penduduk yang paling berisiko; • 
Pemeriksaan rutin bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA); • 
Pengobatan Antiretovirus (ARV) untuk orang-orang yang mengidapnya; • 
dan 
Pengenalan paket universal untuk mengurangi penularan HIV dan sifi lis • 
dari ibu ke anak.
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“Skenario tinggi” termasuk: 

Perluasan manfaat asuransi kesehatan tingkat tinggi kelas pertama bagi • 
seluruh penduduk ekonomi informal; 
Penyertaan tes HIV bagi penduduk yang aktif  secara seksual pada • 
umumnya (usia 15-49); 
Pemeriksaan rutin untuk semua ODHA; • 
Pengobatan ARV untuk orang-orang yang mengidapnya; dan • 
Pengenalan paket universal untuk mengurangi penularan HIV dan sifi lis • 
dari ibu ke anak.

Terkait dengan keamanan jaminan penghasilan untuk anak-anak, 
penghapusan kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial diperkirakan 
memakan biaya antara 0,03 persen dari PDB (skenario “rendah”) hingga 
0,18 persen dari  PDB (skenario “tinggi”) di tahun 2020. “Skenario rendah” 
termasuk perluasan program PKH untuk mencakup semua rumah tangga 
yang miskin. “Skenario tinggi” termasuk tunjangan anak-anak universal 
untuk semua anak-anak usia sekolah dasar. Tunjangan yang diusulkan ini 
sama dengan keuntungan PKH yang ada.

Penghapusan kesenjangan Landasan Perlindungan Sosial untuk 
penduduk usia kerja melalui penetapan program pekerjaan umum terkait 
dengan pelatihan kejuruan diperkirakan memakan biaya dengan rata-rata 
minimum 0,47 persen dari PDB di tahun 2020. Meskipun demikian, studi 
kelayakan yang lebih terinci dari skema asuransi pengangguran, infrastruktur 
publik, dan program pekerjaan umum harus dilakukan. 

Sehubungan dengan jaminan penghasilan untuk usia lanjut dan orang 
dengan disabilitas berat, penutupan kesenjangan Landasan Perlindungan 
Sosial untuk usia lanjut dan orang dengan disabilitas berat diperkirakan 
memakan biaya antara 0,08 persen dari PDB (skenario “rendah”) hingga 
0,82 persen dari PDB (skenario “tinggi”) di tahun 2020. “Skenario rendah” 
termasuk perluasan skema tunjangan pensiun  tanpa kontribusi yang sudah 
ada ke semua orang dengan disabilitas berat dan semua usia lanjut yang 
rentan. “Skenario tinggi” termasuk perluasan skema tunjangan pensiun 
tanpa kontribusi yang ada untuk semua orang dengan disabilitas berat dan 
penetapan dari tunjangan pensiun universal untuk orang tua berusia 55 
tahun (usia pensiun resmi dalam ekonomi formal) dan lebih. 
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5 Sarwar, I (2012) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pekerja: Variasi dalam Produktivitas dan Efi siensi 
di Tingkat Perusahaan – Sebuah Studi Kasus dari Industri Pakaian di DKI Jakarta, Kantor ILO untuk 
Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta (tidak diterbitkan). 

6 Better Work Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kondisi bekerja dan produktivitas dalam 
sektor intensif  pekerjaan yang ditargetkan dengan peningkatan pemenuhan dengan standar pokok 
ketenagakerjaan internasional dan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia. Secara bersama-
sama, proyek ini akan mempromosikan produktivitas dan daya saing dari perusahaan terkait dengan 
rantai pasokan global Indonesia. Better Work Indonesia didanai oleh AusAID sejak tanggal 1 Juli 2010 
hingga 30 Juni 2015. 

Kotak 3: 
Penyediaan layanan kesehatan untuk pekerja: Variasi dalam produk-
tivitas dan efi siensi di tingkat perusahaan: Sebuah studi kasus dari 

industri pakaian di Jabodetabek5

Kebijakan dan undang-undang yang ada mengenai penyediaan layanan 
kesehatan dirancang untuk memastikan bahwa para pengusaha menyediakan 
asuransi layanan kesehatan bagi para pekerja walaupun pada tingkat minimum. 
Dalam ekonomi formal, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 pekerja, 
atau memberikan upah sebesar Rp. 1 juta, diwajibkan untuk mendaftarkan pekerja 
beserta keluarganya (suami/istri hingga tiga anak di bawah usia 21 tahun) dalam 
skema perlindungan sosial Jamsostek atau mendapatkan persetujuan untuk 
menggunakan jasa penyedia permeliharaan kesehatan alternatif. Jamsostek 
memiliki cakupan yang luas dan memberikan keuntungan terbesar bagi para 
pekerja. Jamsostek juga merupakan penyedia paling mahal. Oleh karena itu, 
banyak perusahaan di Indonesia memilih untuk memenuhi persyaratan penyediaan 
layanan kesehatan melalui penyedia lain, khususnya karena terdapat sedikit bukti 
bahwa mengeluarkan lebih banyak uang untuk perlindungan sosial dan layanan 
kesehatan bagi para pekerja akan menguntungkan perusahaan secara langsung 
atau tidak langsung. 

Better Work Indonesia6 melakukan sebuah studi untuk meneliti hubungan 
antara keuntungan sosial dan produktivitas. Data yang dikumpulkan dari 42 pabrik 
garmen di Jabodetabek antara bulan September 2011 dan Februari 2012 digunakan 
untuk menganalisis pertanyaan penelitian menggunakan analisis regresi linear. 

Penemuan dasar ini menetapkan hubungan antara pengeluaran dari sebuah 
perusahaan pada keuntungan sosial untuk pekerjanya, termasuk asuransi 
kesehatan, dan tingkat produktivitas serta efi siensi perusahaan. Disarankan agar 
perusahaan mengeluarkan dana lebih besar bagi keuntungan sosial terutama 
untuk yang memiliki kesenjangan produksi yang rendah dan tingkat “turn over” 
rendah. Secara khusus ditemukan bahwa:

• Pabrik yang memiliki tingkat turn over dalam triwulan mengeluarkan uang lebih 
sedikit pada keuntungan untuk pekerjanya, dan kejadian yang sama terjadi 
untuk pabrik yang memiliki kesenjangan produksi yang lebih tinggi. 

• Pabrik yang menggunakan Jamsostek dikaitkan dengan kesenjangan produksi 
rendah dan dengan turn over yang rendah

Penelitian lebih lanjut menggunakan kumpulan data panel yang diperlukan 
untuk meneliti hubungan alami antara ketentuan keuntungan, misalnya program 
layanan kesehatan dan produktivitas perusahaan. 
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2.4 Dampak perekonomian dari program-  
 program pekerjaan umum dan bantuan  
 tunai di Indonesia

Sistem perlindungan sosial yang ada di Indonesia terdiri atas berbagai 
skema perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi pemerintah. Program-
program ini termasuk juga mensubsidi makanan dan pupuk, ketentuan 
perlindungan sosial dan asuransi kesehatan, bantuan tunai bersyarat dan 
tidak bersyarat, program pekerjaan umum dan pemberdayaan masyarakat, 
serta pelayanan keuangan mikro. Program-program perlindungan sosial di 
Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

• Kelompok 1: Bantuan sosial rumah tangga;
• Kelompok 2: Pemberdayaan masyarakat; dan
• Kelompok 3: Pengembangan usaha mikro dan kecil. 

Kelompok 1, bantuan sosial rumah tangga, dibuat untuk mendukung 
rumah tangga yang sangat miskin melalui intervensi yang ditargetkan dan 
universal. Program ini termasuk jaminan kesehatan untuk masyarakat 
miskin (Jamkesmas), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), bantuan 
tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), beasiswa untuk 
masyarakat miskin, dan bantuan sosial untuk para disabilitas, usia lanjut, 
dan anak-anak terlantar. Kelompok 2, pemberdayaan masyarakat, bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas dan penghasilan keluarga miskin, dengan 
mengikutsertakan masyarakat miskin dalam proses pembangunan. Program 
dalam kelompok 2 termasuk di antaranya PNPM Mandiri, Padat Karya, dan 
Jalan Pertanian, dan sebagainya. Kelompok 3, pemberdayaan usaha mikro 
dan kecil, bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha  mikro dan 
kecil dan program unggulannya dikenal sebagai KUR (kredit mikro). 

Ketiga kelompok yang diikutsertakan dirancang untuk mendukung 
pemberdayaan progresif  keluarga miskin, dengan gagasan yang 
menguntungkan untuk meningkatkan dari bantuan sosial ke pemberdayaan 
masyarakat, pengembangan usaha, dan yang kemudian dapat mengurangi 
kemiskinan dalam tindakan yang berkelanjutan. Namun, keseluruhan 
efektivitas dan kesuksesan program ini yang mendukung keluarga miskin 
untuk keluar dari kemiskinan masih ditetapkan.

Efek perekonomian luas dari program ini masih tidak jelas. Misalnya, 
pemberian bantuan langsung tunai ke keluarga miskin memicu pengeluaran 
rumah tangga, dan pemberian upah melalui program pekerjaan umum 
memicu sektor pembangunan dan penghasilan keluarga miskin. Tingkatan 
dari setiap program memicu perekonomian dan menciptakan pekerjaan 
untuk kelompok sasaran masih belum diketahui. Program pekerjaan umum 
ini memerlukan keuntungan tertentu, tetapi efektivitas penyasaran mereka 
sama sekali tidak mudah dipahami. Sama halnya, bantuan langsung tunai 
dapat secara efektif  menjangkau keluarga miskin, namun implikasi dari 
stimulasi ekonomi saat ini tidak diketahui.

Indonesia memiliki 
sejumlah program 
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Peran bantuan tunai dan program pekerjaan umum dalam perekonomian 
Indonesia dapat dengan lebih mudah dipahami melalui aplikasi perangkat 
yang dikenal sebagai ‘Matriks Akuntansi Sosial Dinamis’. Istilah ‘Matriks 
Akuntansi Sosial Dinamis’ (DySAM) menggambarkan sebuah instrumen 
yang berbasis pada Matriks Akuntansi Sosial ‘statis’ yang ada untuk setiap 
kegiatan ekonomi dan rangkaian waktu pemutakhiran yang tersedia dari akun 
nasional (SNA), yang memberikan dasar untuk memperkirakan SAM di masa 
mendatang. DySAM yang dibuat di Indonesia termasuk di dalamnya akun 
satelit pekerja yang sangat rinci serta informasi pilihan teknologi di sektor 
pembangunan. Hal ini menjadi perangkat yang berguna untuk memeriksa 
efektivitas dari program perlindungan sosial. 

Dalam rangka penelitian program perlindungan sosial dengan 
DySAM, perlu dilakukan simulasi. Berkaitan dengan program bantuan 
tunai, Pemerintah merencanakan untuk meningkatkan program bantuan 
tunai (PKH) agar dapat menjangkau tiga juta keluarga pada tahun 2014. 
Saat ini program PKH sudah menjangkau satu juta keluarga dan menelan 
biaya sekitar Rp. 1,6 triliun pertahun. Rata-rata pemberian bantuan tunai 
per keluarga adalah Rp. 1.300.000 per tahun dan perluasan program ini akan 
memerlukan biaya administratif  tambahan. Oleh karena itu diperkirakan 
untuk menjangkau tiga juta keluarga, PKH juga memerlukan suntikan dana 
tambahan sebesar Rp. 2,9 triliun per tahun. Selain itu, sudah diketahui bahwa 
rata-rata dua per tiga dari keuntungan program ini diberikan untuk wilayah 
pedesaan di sektor pertanian dan target program ini adalah keluarga sangat 
miskin di Indonesia. Berdasarkan informasi ini, pemetaan skenario untuk 
simulasi dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 7: 
Pemetaan skenario untuk simulasi bantuan tunai

Perolehan 
PKH

Estimasi biaya 
(milyar rupiah)

Klasifi kasi Keluarga

Buruh Pertanian Pedesaan 33% 957

Pemilik Perkebunan Pertanian Pedesaan (<0,5 Ha) 33% 957

Petani Menengah Pertanian Pedesaan (0,5-1 Ha)  0 0

Petani Besar Pertanian Pedesaan (>1 Ha) 0 0

Penghasilan Rendah Non Pertanian Pedesaan  17% 493

Bukan Angkatan Kerja Pedesaan (NILF) 0 0

Penghasilan Menengah ke Atas Non Pertanian Pedesaan 0 0

Penghasilan Rendah Perkotaan 17% 493

Bukan Angkatan Kerja Perkotaan (NILF) 0 0

Penghasilan Menengah ke Atas Perkotaan 0 0

Perusahaan 0 0

Total  100% 2900
Sumber: ILO (2012)
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Untuk mengetahui dampak pekerjaan dan perekonomian dari investasi 
pekerjaan umum intensif  pekerja dan untuk membandingkan dampak 
program ini dengan program bantuan tunai Indonesia, skenario kedua juga 
menyuntikan dana sebesar Rp. 2.900 miliar ke sektor pembangunan dalam 
akun komoditas seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Secara umum, hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa peningkatan 
program bantuan tunai (Skenario 1) dan peningkatan program pekerjaan 
umum (Skenario 2) akan memberikan dampak positif  dalam perekonomian. 
Namun, diharapkan bahwa program pekerjaan umum akan memberikan 
dampak besar dalam keluaran sektoral dibandingkan dengan program 
bantuan tunai. Program pekerjaan umum akan meningkatkan total keluaran 
sektoral dengan rata-rata Rp. 8,2 triliun atau rata-rata 0,075 persen, sementara 
program bantuan tunai akan meningkatkan keluaran sektoral dengan rata-
rata Rp. 5,3 triliun atau 0,049 persen.

Analisis lanjutan dari hasil dalam sektor perekonomian menunjukkan 
bahwa sektor manufaktur diharapkan mendapatkan dampak positif  yang 
signifi kan dalam kedua skenario tersebut. Namun, peningkatan program 
pekerjaan umum akan memberikan dampak besar dalam sektor manufaktur 
dibandingkan dengan peningkatan program bantuan tunai. Program 
pekerjaan umum akan meningkatkan keluaran sektor manufaktur dengan 
rata-rata Rp. 2,2 triliun, yang tentu saja lebih besar dari dampak program 
bantuan langsung yang memproyeksikan peningkatan keluaran Rp. 2,1 
triliun. Hal ini terjadi karena sektor pembangunan memiliki hubungan yang 
kuat dengan sektor manufaktur dalam penyediaan kebutuhan (misalnya, 
penyediaan semen dan besi).

Skenario bantuan tunai memberikan bantuan dana langsung tunai 
kepada keluarga miskin. Keluarga miskin ini biasanya menggunakan 
penghasilan tambahan untuk membeli kebutuhan atau mengirimkan 
kepada keluarganya. Hal ini akan menstimulasi kegiatan perekonomian dan 
membuat lebih banyak permintaan dalam sektor hulu dan hilir. Persentase 
terbesar dari pengeluaran keluarga dengan penghasilan rendah ada dalam 
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Tabel 8: 
Pemetaan skenario untuk simulasi pekerjaan umum

Pekerjaan
umum

Suntikan dana 
(miliar rupiah)

Sektor  komoditas DySAM 

Jalan Intensif  Pekerja  60% 1740

Jalan Intensif  Modal  0 0

Irigasi  0 0

Pembangunan Lainnya  40% 1160

Total  100% 2900
Sumber: ILO (2012)
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sektor makanan, minuman, dan tembakau, yang juga menjadi bagian dari 
sektor manufaktur. Sektor makanan, minuman, dan tembakau jika dilihat 
ke belakang memiliki hubungan kuat dengan sektor pertanian. Oleh karena 
itu, permintaan tinggi dalam sektor makanan, minuman, dan tembakau – 
sebagai hasil dari bantuan uang kepada keluarga dengan penghasilan rendah 
di bawah program bantuan tunai – juga akan menciptakan lebih banyak 
permintaan dalam sektor pertanian. 

Terkait dengan penghasilan keluarga, program bantuan langsung tunai 
juga memiliki dampak besar dibandingkan pekerjaan umum. Hasil simulasi 
menyarankan bahwa program bantuan tunai akan meningkatkan penghasilan 
rumah tangga sebesar 0,11 persen, dan program pekerjaan umum akan 
meningkatkan penghasilan rumah tangga sebesar 0,07 persen. Program 
pekerjaan umum memiliki lebih banyak pendistribusian dampak ke semua 
kelompok rumah tangga, yang menunjukkan bahwa intervensi tidak secara 
eksplisit menargetkan pada keluarga miskin. Program bantuan tunai dapat 
mencapai dampak yang ditargetkan yang relatif  lebih menguntungkan bagi 
keluarga dengan penghasilan rendah.

Terkait dengan pekerja, program pekerjaan umum juga memiliki 
dampak besar dibandingkan program bantuan tunai. Hasil simulasi 
menyarankan bahwa peningkatan program bantuan tunai akan menciptakan 
sekitar 80.000 pekerjaan baru, sementara peningkatan program pekerjaan 
umum akan menciptakan sekitar 103.000 pekerjaan baru. Hal ini berarti 
bahwa setiap dollar dari program pekerjaan umum akan menciptakan 30 
persen pekerjaan lebih banyak dibandingkan program bantuan tunai. 

Sektor yang diprediksi akan menguntungkan pekerja dalam peningkatan 
program bantuan sosial adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan 
restoran, serta sektor konstruksi. Diperkirakan bahwa program bantuan 
tunai akan menciptakan lebih dari setengah dari pekerjaan baru di sektor 
pertanian dan rata-rata 15 persen dari pekerjaan baru di sektor perdagangan, 
hotel, dan restoran. Program pekerjaan umum akan menciptakan sekitar 
setengah dari pekerjaan baru di sektor konstruksi, dengan jumlah pekerjaan 
yang ada lebih banyak ditemukan dalam sektor pertanian dan perdagangan, 
serta dalam sektor hotel dan restoran.

Program pekerjaan umum akan menciptakan lebih banyak pekerjaan 
baru untuk kaum muda dibandingkan dengan program bantuan tunai. 
Sebagian besar dari kesempatan pekerjaan baru akan ditujukan untuk 
buruh tanpa keterampilan dalam kedua simulasi ini. Berkaitan dengan 
gender, pekerjaan baru ini sebagian besar tersedia untuk pekerja laki-laki. 
Diperkirakan bahwa lebih dari 62 persen pekerjaan baru dari kedua simulasi 
ini ditujukan untuk laki-laki. 

Kesimpulannya, ada beberapa penemuan penting yang dapat kami 
gambarkan dari analisis ini: 

Program pekerjaan 
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menciptakan 
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• Pertama, program pekerjaan umum terlihat memiliki dampak yang lebih 
luas dalam keluaran sektoral dibandingkan dengan program bantuan 
tunai. 

• Kedua, program bantuan tunai diharapkan dapat lebih efi sien dalam 
meningkatkan penghasilan rumah tangga keluarga miskin dibandingkan 
dengan program pekerjaan umum. Lebih lanjut, inisiatif  ini juga akan 
mengurangi kesenjangan penghasilan antara keluarga berpenghasilan 
rendah dan tinggi. 

• Ketiga, program bantuan tunai akan menciptakan lebih banyak 
pekerjaan untuk pekerja tanpa keterampilan, pekerja informal, dan 
pekerja musiman pertanian pada umumnya; dan

• Keempat, program pekerjaan umum akan menciptakan lebih banyak 
pekerjaan dibandingkan program bantuan tunai.

2.5  Revitalisasi Program Padat Karya

Rencana Aksi Ketenagakerjaan Wakil Presiden mencakup fokus 
tertentu dalam program Padat Karya Kementerian Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja (Pilar 2), program pekerjaan umum memperpanjang kesempatan kerja 
jangka pendek para pengangguran, pekerja paruh waktu, dan pekerja rentan 
dalam perekonomian informal melalui investasi infrastruktur di tingkat 
pedesaan. Padat Karya atau “intensif  pekerja” adalah konsep program yang 
telah diimplementasikan di berbagai keputusan kementerian sejak tahun 
1960, dengan tujuan umum menyediakan bantuan upah bagi keluarga yang 
rentan, khususnya di masa krisis. 

Program Padat Karya yang ada, yang diimplementasikan oleh 
Kementerian Transmigrasi dan Tenaga kerja, mencakup dua program, 
yaitu: 

• Infrastruktur Padat Karya: membangun jalanan di pedesaan dan 
infrastruktur irigasi tersier; dan

• Produktif  Padat Karya: membangun infrastruktur perekonomian, 
misalnya kandang kambing, kolam ikan, bangunan sederhana untuk 
pengoperasian usaha kecil dan menengah di tingkat desa.

Hal ini dimaksudkan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan 
dampak berlipat ganda yang akan berdampak pada pembangunan 
perekonomian lokal dan penciptakan serta pengembangan kesempatan kerja 
baru untuk masyarakat setelah investasi awalnya. 

Pada tahun 2012, Program Padat Karya menyediakan 360 infrastruktur 
dan 834 proyek produktif  untuk pedesaan dengan rata-rata alokasi dana 
sebesar Rp. 136 juta untuk paket infrastruktur dan Rp. 150 juta untuk 
proyek produktif. Pada tahun 2013, Padat Karya menyediakan 1.025 proyek 
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infrastruktur dan 296 proyek produktif. Anggaran rata-rata per paket naik 
dari Rp. 136 juta menjadi Rp. 252 juta untuk perizinan pemakaian peralatan 
yang dapat meningkatkan kualitas investasi infrastruktur. Pada tahun 2012 
kedua komponen program diperkirakan bernilai Rp. 202 miliar dan pada 
tahun 2013 naik menjadi Rp. 372 miliar.

Pada tahun 2011 selama persiapan Pengarahan Kebijakan Negara 
G20 dalam pertemuan Kementerian Pekerjan Umum yang dilaksanakan 
di Paris pada tanggal 26-27 September, Kementerian meminta ILO untuk 
mendukung mereka dalam melaksanakan peninjauan Program Padat Karya. 
Tujuan studi ini adalah meninjau kinerja yang sudah ada dari program 
tersebut yang terkait dengan strategi, tujuan, dan ketentuan implementasi, 
serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk 
memperkuat dampak yang ada di masa mendatang. Kemudian ILO diminta 
untuk mendukung pengembangan “Rancangan Utama” program Padat 
Karya yang baru. Selama tahun 2012 ILO telah mengumpulkan data dari 
delapan kabupaten di Indonesia dengan fokus yang spesifi k untuk meninjau 
perencanaan, penerapan, dan tahap pasca penerapan program.

Secara umum, telah ditemukan perbedaan yang mendasar dalam 
penerapan program. Salah satu tantangan utama dari Padat Karya adalah 
kerjasama program ini dengan keputusan kementerian teknis lainnya, 
demikian juga pengembangan dari jalinan hubungan dan koordinasi dengan 
pasar tenaga kerja/program pengentasan kemiskinan lainnya. Peningkatan 
dalam pengontrolan kualitas untuk kedua standar perlindungan sosial dan 
infrastruktur dapat membantu mengoptimalkan dampak jangka panjang dan 
pendek program ini, meskipun tanpa perubahan atau pendekatan teknologi. 
Oleh karena itu, investasi pada pelatihan teknis dan administrasi proyek 
diperlukan untuk memperkuat hasil akhir program ini. Beberapa investasi 
juga akan membantu memperkuat transparansi program.

Lebih spesifi k lagi, telah diketahui bahwa Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi memiliki akses yang terbatas dalam penerapan teknis, 
peralatan, dan basis data untuk mendukung mereka dalam perencanaan. 
Kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat (baik secara kuantitas atau 
kualitas) guna mendukung peninjauan sistematis dari proposal dan laporan 
yang diterima setiap tahun, khususnya jika mencakup tujuan peningkatan 
kualitas teknis dari pekerjaan infrastruktur yang ada.

Di tingkat lokal, diketahui bahwa program ini terintegrasi penuh dengan 
proses musrenbang, tetapi karena keterbatasan jumlah dana yang tersedia 
untuk Padat Karya setiap tahunnya, partisipasi pemerintah dan masyarakat 
desa dalam pembuatan proposal masih sangat rendah, khususnya jika 
dibandingkan dengan program lain, seperti PNPM Mandiri.  

Program ini sering dipertimbangkan oleh banyak desa untuk menjadi 
program infrastruktur masyarakat, dibandingkan menjadi program 
pengentasan kemiskinan. Penargetan masyarakat sasaran yang dipimpin 
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oleh pemerintahan desa digunakan untuk mengidentifi kasi manfaat proyek, 
mengingat Padat Karya secara luas tidak ditujukan sebagai program 
pengentasan kemiskinan, penyertaan kelompok rentan dalam kesempatan 
kerja dapat ditingkatkan. 

Program ini menetapkan standar nasional untuk upah harian selama 
delapan jam sehari, dengan remunerasi Rp. 40.000. Namun, di tingkat 
lokal upah harian ini sangat rendah, dan diketahui bahwa sangat sulit 
menemukan buruh (khususnya kaum muda) dengan remunerasi seperti 
ini. Untuk menanggulangi masalah ini, banyak lokasi percontohan 
menerapkan beberapa pendekatan tingkat tugas, dan bukan upah harian 
untuk mengimbangi pekerja. Di beberapa lokasi, pekerja memilih untuk 
tidak mempedulikan upah dan menggunakan alokasi dana untuk membeli 
tambahan aset yang mereka pilih. Kendati anggota masyarakat mungkin 
menyetujui keputusan ini, namun sangat penting diketahui tren ini tidak 
berhasil di kelompok rentan yang memiliki akses terbatas pada manfaat 
upah dan pengentasan kemiskinan dari proyek ini.

Kajian nasional diperlukan untuk memberikan inventaris dari kapasitas 
Kementerian yang sudah ada dalam pengimplementasian Padat Karya 
dan pengembangan rencana strategis terkait kapasitas pembangunan agar 
secara efektif  menerapkan program ini. Kemampuan untuk merencanakan, 
mengawasi, melaporkan, dan mengevaluasi harus diperkuat atau dibiayai dan 
diterapkan dalam sektor swasta guna meningkatkan keseluruhan dampak 
program ini.

Kapasitas Kementerian untuk melaksanakan sosialisasi dan penargetan 
proyek ini harus ditingkatkan untuk mencegah tindakan korupsi dan 
meningkatkan pengimplementasian program sebagai program pengentasan 
kemiskinan. Sementara itu, pelatihan teknis sebelumnya telah diberikan bagi 
staf  lapangan, dan menjadi basis ad hoc. Misalnya, 45 hari pelatihan yang 
menjadi pelatihan dasar diberikan satu kali melalui Pusat Pengembangan 
Pelatihan Kejuruan Nasional di Bandung. Namun, pelatihan selanjutnya dan 
kursus penyegaran tidak dilaksanakan karena keterbatasan biaya. Di tingkat 
lokal, kantor-kantor pemerintahan mengimbangi hal ini dengan membangun 
kerjasama yang kuat dengan petugas Pekerjaan Umum. Program ini 
setidaknya dapat membantu akses yang lebih besar terhadap layanan teknis 
dan dapat memperkuat kapasitas kementerian untuk menerapkan elemen 
pemuatan program dari pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB) ILO 
dan guna mencapai kualitas dan hasil yang efektif.

ILO telah merekomendasikan bahwa kajian teknis harus dilakukan, 
dan bahwa peninjauan kapasitas sumber daya manusia dilakukan untuk 
mengembangkan rencana strategis dalam penguatan pengimplementasian 
program di masa mendatang. Direkomendasikan bahwa sinergi antara 
program Padat Karya dengan program pasar tenaga kerja serta pengentasan 
kemiskinan dapat diidentifi kasi untuk memperkuat keseluruhan efektifi tas 
pengeluaran pemerintah. Untuk meningkatkan efi siensi kontribusi program 
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dalam pengentasan kemiskinan, dipertimbangkan untuk mengikutsertakan 
kelompok yang tertinggal dan rentan, serta menggunakan perangkat 
perencanaan guna memastikan daerah tertinggal ini menjadi sasaran 
program. 

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang diciptakan melalui 
program Padat Karya, Kementerian merencanakan untuk secara berkala 
memperkenalkan pendekatan “Berbasis Sumber Daya Lokal” (LRB) ILO. 
Bantuan teknis diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengenalan 
pendekatan ini. Juga direkomendasikan bahwa pengelolaan aset menjadi 
bagian terpadu dari kerjasama ini, dengan memastikan adanya penilaian 
kapasitas masyarakat untuk melakukan pengelolaan aset, menyediakan 
pelatihan pengelolaan aset dan memastikan bahwa masyarakat akan 
melakukan pengelolaan aset setelah investasi Padat Karya terpenuhi. Hal 
ini akan memastikan bahwa investasi infrastuktur membantu mendorong 
perekonomian lokal dalam jangka waktu panjang dan juga menciptakan 
kesempatan pekerjaan jangka pendek tambahan bagi penduduk desa dalam 
pengelolaan aset. 

Untuk mengoptimalkan pekerjaan dan dampak pengentasan kemiskinan 
dari program Padat Karya, analisis ekonomi juga menjadi hal yang hakiki, 
termasuk pertimbangan biaya tambahan bagi bantuan teknis penting dan 
jaminan kualitas, pembelian materi berkualitas, dan penggunaan perangkat 
yang sesuai diperlukan untuk mencapai hasil kualitas teknis minimum dalam 
pekerjaan infrastruktur. Analisis ini juga harus menilai dampak peningkatan 
tingkat upah minimal dan dampak pekerjaan secara keseluruhan yang 
mengubah pilihan teknologi dan metodologi yang lebih menguntungkan  
untuk digunakan dalam program ini.

Kotak 4: 
Basis data terpadu untuk mempercepat pengentasan 

kemiskinan

Basis data terpadu untuk mendukung penargetan program 
perlindungan sosial dikembangkan oleh Kantor Wakil Presiden. Basis 
data elektronik ini berisikan informasi sosial, ekonomi, dan variabel 
demografi s untuk 24,5 juta keluarga atau 96 juta orang dengan status 
kesejahteraan rendah di Indonesia. Basis data terpadu ini dirancang untuk 
mendukung proses perencanaan agar dapat meningkatkan penggunaan 
anggaran dan efi siensi penargetan program perlindungan sosial. Kantor 
pemerintahan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang turut 
serta dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat 
menggunakan data dari basis data terpadu yang dikelola oleh Sekretariat 
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk 
meningkatkan efektivitas program dan proyek mereka.
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2.6 Pekerjaan hijau untuk ekonomi hijau

Pada Juni 2011, dalam Konferensi Perburuhan Internasional Presiden 
Republik Indonesia menyatakan bahwa “Indonesia berkeinginan untuk 
meningkatkan strategi pengembangan keterampilan hijau nasional, berencana 
untuk melanjutkan program pemagangan kaum muda yang terdesentralisasi 
untuk pekerjaan hijau (ramah lingkungan) dan mengambil langkah untuk 
mendorong kewirausahaan dan usaha mandiri di sektor hijau.” Kantor ILO 
untuk Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama dengan Kantor Regional 
Asia dan Pasifi k mendukung pelaksanaan visi ini melalui proyek yang 
berjudul “Green Jobs di Asia”. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan 
akses ke sumber data dan informasi yang dapat diandalkan dalam pekerjaan 
ramah lingkungan dan kemudian melakukan studi untuk mengidentifi kasi 
dan memperkirakan green jobs di setiap sektor perekonomian di Indonesia. 
Studi tersebut menjelaskan hubungan antara lingkungan, ekonomi, dengan 
pekerjaan dan memberikan informasi dasar mengenai green jobs di Indonesia, 
serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung kemajuan negara ini 
dalam perekonomian ramah lingkungan yang kaya dengan pekerjaan. 

ILO dan UNEP bersama-sama mendefi nisikan green jobs sebagai 
pekerjaan langsung yang diciptakan dalam berbagai sektor perekonomian 
dan melalui aktivitas terkait yang mengurangi dampak lingkungan dari 
kegiatan dan sektor tersebut, dan pada akhirnya membawa hal ini ke tingkat 
yang berkelanjutan. Pemahaman pekerjaan ramah lingkungan di tingkat 
nasional mencakup proses rinci dari tren teruji yang mempromosikan 
pembangunan ramah lingkungan dan mengaitkan informasi dengan 
standar metodologi untuk pengestimasian pekerjaan di negara tersebut. 
Penentuan kriteria defi nisi “hijau” dan “pekerjaan layak” harus bekerja 
sama dengan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, 
demikian juga dengan pemangku kepentingan lain termasuk lembaga 
nasional khusus, kelompok masyarakat sipil dan akademis. Metodologi 
perkiraan pekerjaan ramah lingkungan di Indonesia dapat digambarkan 
sebagai proses “memperbesar” perekonomian makro menjadi perekonomian 
ramah lingkungan, untuk menopang pekerjaan dan juga pekerjaan ramah 
lingkungan (lihat gambar berikut).
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Gambar 12: 
Kerangka kerja untuk mengidentifikasi green jobs

Sumber: Kantor Regional ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste
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Langkah pertama dalam metodologi untuk pengestimasian green 
jobs mencakup pemahaman struktur ekonomi dan kaitannya dengan 
pekerjaan sesuai dengan klasifi kasi standar industri internasional. Setiap 
sektor ekonomi diuji untuk mendapatkan sub sektor tertentu yang dapat 
terintegrasi kuat dengan lingkungan. Di Indonesia terdapat sembilan sektor 
inti terkait dengan lingkungan yang merupakan green jobs, yaitu: pertanian, 
kehutanan, perikanan, penambangan dan energi, manufaktur, pembangunan, 
transportasi, periwisata dan limbah.

Sub sektor ramah lingkungan yang ada bersama sektor utama telah 
ditetapkan melalui kombinasi diskusi kelompok terfokus dengan poin fokus 
utama dari setiap sektor, selain juga melalui tinjauan literatur peraturan dan 
perundangan nasional, standar sukarela atau nasional, dan kegiatan yang 
terasosiasi dengan setiap sektor. Hal ini menjadi tugas yang menantang, 
karena diperlukan pemahaman sektor ekonomi secara mendalam dan sering 
terkait dengan tren penelitian yang tidak terdokumentasi atau terakses dalam 
domain publik. 

Ketika sub sektor ramah lingkungan diidentifi kasi dan diketahui lebih 
lanjut, survei tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan perkiraan pekerjaan 
yang dapat dipertimbangkan sebagai ramah lingkungan dalam setiap sub 
sektor ramah lingkungan. Metode ini digunakan untuk mengestimasi green 
jobs di Indonesia menggunakan data standar yang ditetapkan dan konsisten 
dengan metode yang berlaku untuk pengestimasian pekerjaan. 

Selanjutnya, kriteria “pekerjaan layak” diperkenalkan untuk memberikan 
pemahaman mengenai kualitas pekerjaan. Fokus diskusi kelompok dengan 
konstituen ILO menetapkan bahwa variabel tersebut mencakup aspek 
mengenai penghasilan yang memadai, formalitas kerja, lingkungan kerja 
yang aman, akses perlindungan sosial, dialog sosial, dan keterwakilan 
pengusaha dan pekerja sangat relevan untuk memperkirakan kelayakan kerja 
di setiap sub sektor yang dipilih. Perkiraan green jobs diperoleh menggunakan 
kombinasi wawasan yang dikumpulkan dari fokus diskusi kelompok dan 
data dari survei angkatan kerja. 

Secara agregat, studi ini menemukan bahwa pada tahun 2008 Indonesia 
sudah memiliki pekerjaan sekitar 8,7 juta (8,5 persen dari pekerjaan di 
semua sektor) yang dapat dipertimbangkan sebagai “ramah lingkungan’, 
dan di antaranya 3,9 juta pekerjaan atau 3,8 persen dari semua pekerjaan 
dipertimbangkan sebagai “green jobs” (ramah lingkungan dan sosial). Sebagian 
besar green jobs terdapat di pertanian, yang kemudian diikuti oleh transportasi 
dan manufaktur (lihat tabel di bawah).
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Di sektor pertanian, studi ini mengidentifi kasi tujuh sub sektor hijau, 
yaitu: Pertanian padi berdampak rendah, penanaman bibit berdampak 
rendah, pekebunan karet, minyak sawit yang ramah lingkungan, tanaman 
organik untuk minuman, peternak unggas berdampak rendah, dan pertanian 
campur. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor 
pertanian diperkirakan sekitar 4,8 juta (12,3 persen dari seluruh pekerjaan 
di dalam sektor ini) dan jumlah keseluruhan green jobs diperkirakan sekitar 
2,4 juta pekerjaan (6,24 persen dari pekerjaan di dalam sektor ini). Untuk 
meningkatkan jumlah green jobs di sektor pertanian di Indonesia, sangat 
penting untuk mendukung pengembangan lebih lanjut teknik pertanian 
organik dan berdampak rendah dalam penanaman padi, bibit lainnya, 
tanaman minuman, dan juga meningkatkan akses pelabelan sertifi kasi 
organik bagi para petani. Untuk mempromosikan green jobs dalam peternakan 
unggas berdampak rendah dan pertanian terpadu, dan juga berbagai kegiatan 
pertanian lainnya, sangat penting untuk fokus pada peningkatan kondisi 
pekerjaan dan pengembangan rantai nilai yang bertujuan meningkatkan 
penghasilan, produktivitas dan akses terhadap pasar nasional dan lainnya.

Di sektor kehutanan, studi ini mengidentifi kasi lima sub sektor hijau: 
hutan produksi alami berdasarkan undang-undang manajemen kehutanan 
berkelanjutan (SFM), konsesi hutan alami berkelanjutan, pengumpulan, 
pemanenan, dan penanaman rotan, produk hutan bukan kayu, dan pelayanan, 
perlindungan dan konservasi hutan. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah 
lingkungan di sektor kehutanan diperkirakan sekitar 214.000 (38,6 persen 
dari seluruh pekerjaan di dalam sektor ini) dan jumlah keseluruhan green 
jobs diperkirakan sekitar 97.000 (17,6 persen dari pekerjaan di dalam sektor 
ini). Banyak sub sektor hijau yang diidentifi kasi dalam sektor kehutanan, 
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Tabel 9: 
Estimasi Green jobs di Indonesia, 2008

Pekerjaan ramah 
lingkungan Green jobsSektor ekonomi

Sumber: ILO (2013) Green jobs– sebuah konsep utama pembangunan dengan pemerataan yang berkelanjutan: 
Identifi kasi dan estimasi pekerjaan hijau di Indonesia, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste: Jakarta

Pertanian 4.809.000 2.434.000

Kehutanan 214.000 97.000

Perikanan 550.000 242.000

Penambangan dan energi 7.000 5.000

Manufaktur 1.063.000 331.000

Pembangunan 415.000 187.000

Transportasi 1.659.000 603.000

Pariwisata 21.000 11.000

Total 8.738.000 3.911.000
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khususnya dalam produksi hutan bukan kayu, yang melibatkan kegiatan 
berbasis masyarakat dan menawarkan remunerasi dengan tingkat yang 
lebih rendah. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan di bidang ini, sangat 
penting untuk mendukung pembangunan rantai nilai dalam peningkatkan 
saham produsen dari harga batas. Secara umum, untuk meningkatkan 
jumlah green jobs di sektor kehutanan di Indonesia, sangat penting untuk 
mempromosikan konsesi hutan alami berkelanjutan melalui sertifi kasi dan 
inspeksi yang terkait dengan Badan Pelabelan Ramah Lingkungan dan 
Kementerian Kehutanan. 

Di sektor perikanan, studi ini mengidentifi kasi tiga sub-sektor hijau, 
yaitu: penangkapan ikan ramah lingkungan dalam ekonomi formal untuk 
ekspor, pembudidayaan rumput laut, praktik baik di budidaya perairan. Jumlah 
keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor perikanan diperkirakan 
sekitar 550.000 (41 persen dari seluruh pekerjaan di dalam sektor ini) dan 
jumlah keseluruhan green jobs diperkirakan sekitar 242.000 (18,1 persen 
dari pekerjaan di dalam sektor ini). Untuk meningkatkan jumlah pekerjaan 
hijau di sektor perikanan di Indonesia, sangat penting untuk mendukung 
pengimplementasian peraturan sektor perikanan untuk memastikan kuota 
penangkapan ikan dan perjanjian internasional mengenai penangkapan ikan 
dan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Di sektor budidaya perairan 
sangat penting untuk memastikan bahwa habitat pesisir yang berharga, 
misalnya hutan bakau, tidak hilang oleh pelanggaran penangkapan ikan atau 
ekspansi dari urbanisasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa Konvensi 
Pekerja Maritim telah disahkan sehingga pengusaha dan pekerja dapat dalam 
hubungan industri yang formal.

Di sektor penambangan dan energi, studi ini mengidentifi kasi tiga 
sub-sektor hijau, yaitu: energi geotermal, energi yang dapat diperbarui, 
dan biomassa. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan di sektor 
penambangan dan energi diperkirakan sekitar 7.000 dan jumlah keseluruhan 
green jobs diperkirakan sekitar 5.000. Untuk mengembangkan jumlah pekerjaan 
layak dan berkelanjutan di sektor energi dan penambangan, sangat penting 
adanya komitmen untuk mengembangkan sub sektor geotermal, biomassa, 
dan energi yang dapat diperbarui dengan pesat. Keputusan Presiden No. 
5/2006 menetapkan target kontribusi energi baru dan yang dapat diperbarui 
ke dalam perpaduan energi utama nasional - sebuah peningkatan dari 4,3 
persen di tahun 2008 menjadi 17 persen di tahun 2025. Target ini dapat 
dipercepat untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan 
pekerjaan hijau. 

Di sektor manufaktur, studi ini mengidentifikasi tiga belas sub-
sektor hijau, yaitu: minyak goreng yang ramah lingkungan, proses agro 
hijau, manufaktur ramping dari manufaktur pakaian, rotan, dan bambu, 
manufaktur materi yang mempromosikan pelestarian, produksi kimia dan 
pupuk organik, sabun organik, minyak esensial ramah lingkungan, semen 
hijau, manufaktur becak dan sepeda, manufaktur mesin uap, turbin, dan 
kincir angin, inisiatif  efi siensi dan daur ulang energi. Jumlah keseluruhan 
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pekerjaan ramah lingkungan di sektor manufaktur diperkirakan sekitar 
satu juta pekerjaan (8,5 persen dari pekerjaan di sektor manufaktur) dan 
diperkirakan sekitar 331.000 (2,6 persen dari pekerjaan dalam sektor ini) 
dipertimbangkan sebagai green jobs. Untuk memperluas jumlah pekerjaan 
layak dan berkelanjutan di sektor manufaktur, sangat penting untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif  yang terfokus pada 
peningkatan kelestarian dari sektor ini, termasuk juga inisiatif  untuk 
mendukung peningkatan kualitas pekerjaan. Terdapat potensi untuk 
meningkatkan jumlah pekerjaan hijau dalam sub sektor minyak goreng ramah 
lingkungan dan proses argo hijau melalui penyediaan insentif/disinsentif  
bagi perusahaan untuk mendukung pengelolaan limbah dan aplikasi praktik 
hemat energi yang mengurangi dampak lingkungan. Sektor tenun, tekstil, 
garmen, dan pakaian memiliki kemampuan untuk meningkatkan efi siensi 
lingkungan dan sosial dari proses pabrik melalui penggunaan pendekatan 
manufaktur ramping. 

Di sektor pembangunan, studi ini mengidentifi kasi empat sub sektor 
hijau, yaitu: bangunan hijau, infrastruktur transportasi intensif  pekerja, irigasi 
dan manajemen air, dan pemasangan sumber daya yang dapat diperbarui. 
Jumlah keseluruhan green jobs di sektor pembangunan diperkirakan sekitar 
415.000 (7,6 persen dari seluruh pekerjaan di dalam sektor ini) dan jumlah 
keseluruhan green jobs diperkirakan sekitar 187.000 (3,4 persen dari pekerjaan 
di dalam sektor ini). Untuk meningkatkan jumlah pekerjaan hijau dalam 
sektor pembangunan “bangunan hijau” sangat penting bagi kontraktor 
untuk berpartisipasi dalah proses sertifi kasi bangunan hijau dan mengadopsi 
standar pengadaan hijau dalam proyek mereka, termasuk menggunakan 
“produk hijau” yang disertifi kasi dan mengadopsi praktik pengelolaan 
limbah ramah lingkungan. Hal lain yang dapat dipertimbangkan adalah 
memperkuat kondisi pekerjaan di sektor konstruksi melalui kerja sama 
dengan pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja dalam proses 
aplikasi upah minimum, pengawasan situs pembangunan, serta dalam 
perjanjian dan rancangan proyek untuk memastikan bahwa pekerjaan dalam 
sub sektor konstruksi transportasi memperhatikan intensif  pekerja dan 
kelayakan bangunan hijau. 

Di sektor transportasi, studi ini mengidentifi kasi tiga sub sektor hijau, 
yaitu: transportasi publik massal, transportasi bukan kendaraan bermotor 
dan kereta api, dan transportasi sungai dan laut. Jumlah keseluruhan 
pekerjaan ramah lingkungan di sektor transportasi diperkirakan sekitar 1,6 
juta (26,9 persen dari pekerjaan di sektor transportasi) dan diperkirakan 
sekitar 603.000 (9,8 persen dari pekerjaan dalam sektor ini) dipertimbangkan 
sebagai green jobs. Untuk meningkatkan jumlah green jobs di sektor transportasi 
sangat penting untuk mendukung peningkatan jaringan kereta api dan 
transportasi publik massal di darat, dan untuk terfokus pada peningkatan 
kualitas sistem transportasi yang ada. Hal lain yang dapat dipertimbangkan 
adalah meningkatkan kualitas pekerjaan dalam sub sektor “transportasi 
bukan kendaraan bermotor” yang saat ini masih informal dan belum 
terorganisir secara luas. 
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Di sektor pariwisata, studi ini mengidentifi kasikan empat sub sektor 
hijau, yaitu: pelayanan akomodasi yang ramah lingkungan, pelayanan 
pariwisata yang ramah lingkungan, manajemen ramah lingkungan dari tujuan 
wisata, dan spa hijau. Jumlah keseluruhan pekerjaan ramah lingkungan 
dalam sektor pariwisata diperkirakan sekitar 21.000 pekerjaan dan jumlah  
keseluruhan green jobs diperkirakan sekitar 11.000 pekerjaan. Untuk 
mendukung peningkatan green jobs di industri pariwisata sangat penting 
untuk mendukung pengimplementasian Rencana Strategi Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  bagi Pariwisata yang berkelanjutan dan 
green jobs yang berupaya untuk menerapkan pendekatan ramah lingkungan 
dalam perencanaan pariwisata dan mempromosikan standar ketenagakerjaan 
dalam pariwisata.

Kotak 5: 
Akses mata pencaharian hijau dan REDD+

Diakui adanya kebutuhan besar untuk mengurangi emisi dari 
penggundulan hutan dan degradasi hutan (REDD+), Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan peraturan untuk membekukan bukaan hutan 
alami antara tahun 2011 dan 2013 dan peraturan (2/2007) menetapkan 
rehabilitasi dan konservasi wilayah Proyek Lahan Gambut (EMRP) 
di Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Rencana Utama EMRP, ILO 
memulai sebuah proyek percontohan selama 12 bulan yang dikenal 
sebagai “Akses ke Mata Pencaharian Hijau untuk Respons Lingkungan 
yang Inklusif  di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim”, untuk 
meningkatkan akses mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat 
lokal di Kalimantan Tengah melalui pengenalan pendekatan partisipatif  
sumber daya lokal dan pembangunan  kapasitas lokal untuk merehabilitasi 
hutan tertinggal, mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan, dan 
meningkatkan akses ke fasilitas sosial-ekonomi dan pasar. 

Sesuai dengan Konvensi ILO mengenai Hak-hak Masyarakat 
Adat (Konvensi 169), proyek ini telah berhasil menyelesaikan sejumlah 
konsultasi dan kegiatan perencanaan partisipatif  dengan para pemangku 
kepentingan terkait yang dapat membantu proyek ini mengindentifi kasi 
kegiatan yang dapat meningkatkan akses atas mata pencaharian 
berkelanjutan. Pada September 2013, proyek ini akan merehabilitasi 
lahan tertinggal seluas 100 ha di wilayah sasaran proyek, mengingkatkan 
akses atas mata pencaharian berkelanjutan melalui investasi infrastruktur 
di lima desa, dan melatih sekitar 300 sukarelawan dalam pelatihan 
keterampilan dan kewirausahaan yang berdasarkan pada permintaan 
untuk pembangunan rantai nilai hijau. 
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2.7 Pariwisata yang berkelanjutan7

Pariwisata dan ekonomi kreatif  memainkan peran penting dalam 
perekonomian Indonesia. Pariwisata dan ekonomi kreatif  bersama-
sama berkontribusi sekitar 11,8 persen ke dalam PDB dan memberikan 
kira-kira 14,7 persen angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Banyak 
pariwisata Indonesia berkaitan dengan lingkungan alami dan disadari bahwa 
kesejahteraan dan kualitas hidup pekerja dalam sektor pariwisata sangat 
penting bagi kelangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri 
ini. 

Pada tahun 2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
mengeluarkan Rencana Strategis untuk Pariwisata yang berkelanjutan 
dan Pekerjaan Hijau yang menyediakan kerangka kerja terpadu untuk 
mempromosikan industri pariwisata berkelanjutan yang kaya dengan 
pekerjaan. Rencana strategis menekankan pentingnya koordinasi dan 
kerjasama antara semua pemangku kepentingan dalam perencanaan 
dan penerapan kebijakan dan program terkait dengan pariwisata yang 
berkelanjutan di Indonesia. Efektivitas kebijakan ini harus didukung 
dengan struktur yang memungkinkan koordinasi antara semua pemangku 
kepentingan dan kombinasi pengadopsian yang seimbang dari setiap 
instrumen termasuk pendekatan berbasis pasar, kebijakan, dan sukarela.

Melengkapi kerangka kerja kebijakan nasional yang sudah ada, yang 
ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah 
Indonesia (RPJP), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Jangka Panjang (RIPPARNAS), dan Rencana Strategis Jangka 
Menengah Kepariwisataan (RENSTRA), Rencana Strategis Pariwisata yang 
berkelanjutan dan Pekerjaan Hijau 2012 mengusulkan dimensi kebijakan 
utama baru sebagai keterpaduan dengan strategi perencanaan kepariwisataan 
yang ramah lingkungan. 
 

• Sesuai dengan pengarahan yang pro rakyat miskin, agenda 
pembangunan pariwisata diharapkan dapat memainkan peran penting 
dalam pengentasan kemiskinan;

• Pemahaman dan komitmen dari Pekerjaan Hijau untuk mendukung 
transisi yang layak bagi pekerja dan pengusaha melalui perlambatan karbon 
rendah dan perubahan iklim, pembangunan yang bertanggungjawab 
pada lingkungan dan sosial di Indonesia merupakan aspek penting 
pariwisata yang berkelanjutan dan harus dituangkan dalam kebijakan; 

• Kaum muda menjadi segmen strategis dari pasar domestik demi alasan 
sosial budaya dan sosial politik, tetapi kaum muda juga menjadi potensi 
tenaga kerja yang dapat memenuhi permintaan akan pekerja  dinamis 
sejalan dengan pertumbuhan permintaan dari pariwisata alternatif;
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7 Bagian dari Laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial  ini dipersiapkan berdasarkan masukan 
dari Oliver Ortis. 
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• Pencapaian pekerjaan layak merupakan bagian penting dari pariwisata 
yang berkelanjutan dan agenda pro rakyat miskin dan pro pekerja;

• Tendensi gender dan pencegahan pekerja anak merupakan dua tujuan 
yang signifi kan untuk terus ditekankan dalam agenda pengembangan 
pariwisata di Indonesia; dan

• Untuk mencapai jalur yang konsisten dari pembangunan, pedoman 
standar untuk pengoperasian dan kinerja pariwisata yang berkelanjutan 
harus dikembangkan dan diimplementasikan.

Kerangka kerja strategis untuk pengembangan pariwisata yang 
berkelanjutan mengidentifi kasi empat strategi utama yang memberikan dasar 
bagi aksi prioritas, termasuk meningkatkan kesadaran untuk mengubah pola 
pikir pemangku kepentingan, pembangunan dan penggunaan indikator 
pariwisata yang berkelanjutan dan manajemen strategis, serta pemantauan 
dan pelaksanaan tujuan pariwisata yang berkelanjutan. 

Berikut sepuluh pengimplementasian strategis yang diajukan dalam 
melakukan tindak lanjut dimensi kebijakan baru:

• Penyaluran dan Promosi Pekerjaan Hijau melalui Pariwisata yang 
berkelanjutan; 

• Pemberian Prioritas bagi Pengentasan Kemiskinan di Sektor 
Pariwisata;

• Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja Muda dalam Sektor Pariwisata 
dan Pariwisata Muda; 

• Pemberian Dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dalam Isu Memerangi Gender dan Perlindungan 
Anak; 

• Pengimplementasian Sistem Kode/Standar Sukarelawan untuk 
Pariwisata yang berkelanjutan; 

• Penetapan Edukasi, Pelatihan, dan Penelitian terkait Pariwisata sebagai 
Prioritas dalam Agenda Edukasi dan Penelitian Nasional; 

• Pengidentifi kasian Rekan Kerja Lokal Berkomitmen dan Berpotensi; 
• Pelaksanaan Pemasaran Kreatif  dan Selektif; 
• Penerapan Pendekatan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pariwisata; 

dan 
• Penetapan Badan Koordinatif  Tunggal untuk Pembangunan Pariwisata 

yang berkelanjutan. 

Rencana Strategis untuk Pariwisata yang berkelanjutan dan Pekerjaan 
Hijau secara resmi didukung oleh Pemerintah Indonesia. Rencana yang telah 
terpadu ke dalam kebijakan pariwisata nasional dan didistribusikan ke 33 
provinsi sebagai panduan strategis dan implementasi regional. 

Dengan penyaluran pekerjaan hijau dalam kebijakan pariwisata 
nasional, diharapkan tujuan pencapaian pekerjaan yang produktif  dan 
layak dapat dilaksanakan, bersamaan dengan pengentasan kemiskinan dan 
peningkatan dari pembangunan ekonomi lokal.
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2.8 Ketahanan sosial: Kesetaraan upah

Perbedaan kompensasi bulanan dan harian antara laki-laki dan 
perempuan merupakan masalah pelik dalam pasar tenaga kerja di seluruh 
dunia. Pertanyaannya tentu saja “mengapa terdapat kesenjangan upah di 
antara gender?” Penelitian yang dilakukan oleh proyek MAMPU ILO, “Akses 
terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak bagi Perempuan” 
telah menginvestigasi pertanyaan ini dengan menggunakan data Sakernas 
dari bulan Agustus 2010 dan juga data yang dikumpulkan dari survei dasar 
proyek ini. Penelitian ini pertama-tama melihat kompensasi yang diterima 
berdasarkan faktor yang termasuk di dalamnya edukasi, pengalaman, dan 
tanggung jawab keluarga, kemudian variasi upah yang dipertimbangkan 
sebagai kosekuensi dari pilihan pekerjaan dan industri berdasarkan gender. 
Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifi kasi batas variasi 
dalam kesetaraan upah yang didorong oleh diskriminasi berdasarkan 
gender. 

Analisis awal menggunakan data Sakernas dari bulan Agustus 2010 
diperkirakan bahwa upah bulanan rata-rata (termasuk rekening pribadi, 
pengusaha, dan buruh paruh waktu) yang diperoleh oleh laki-laki adalah 
Rp. 952.341 dan upah rata-rata sebesar Rp. 695.550 untuk perempuan. Hal 
ini berarti bahwa perempuan mendapatkan penghasilan Rp. 256.791 lebih 
sedikit atau kira-kira 35 persen lebih sedikit dari laki-laki. Oleh karena itu, 
rata-rata, perempuan hanya memperoleh upah sebesar 73 persen dari upah 
bulanan laki-laki. Bagaimanapun juga, alasan di balik perbedaan ini tidak 
jelas. Misalnya, apakah perempuan mendapatkan upah yang lebih kecil dari 
laki-laki karena diskriminasi pengalaman atau mereka memiliki karateristik 
tertentu yang merendahkan nilai mereka di mata pengusaha?

Poin analisis lebih lanjut terhadap tingkat yang rendah dari prestasi 
pendidikan menjadi tolok ukur perbedaan remunerasi antara lelaki dengan 
perempuan. Juga ditemukan bahwa pembayaran upah perempuan dengan 
pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman bekerja selama bertahun-
tahun masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kepala keluarga, baik laki-
laki atau perempuan, diharapkan untuk memiliki penghasilan yang lebih 
banyak, namun tetap saja perempuan akan memperoleh upah yang lebih 
kecil dibandingkan laki-laki. 

Perempuan tampaknya memilih bidang studi yang akan membawanya 
ke pekerjaan dengan upah di bawah rata-rata. Lebih lanjut, pemutusan 
partisipasi pasar tenaga kerja berdampak pada pengalaman kerja mereka dan 
juga pendapatan yang diperoleh oleh perempuan yang bekerja. Perempuan 
mendapatkan upah yang lebih kecil dari laki-laki di setiap industri dan 
pekerjaan. Pekerjaan pabrik biasanya memiliki upah yang lebih kecil 
dibandingkan dengan pekerjaan lain, namun bagi perempuan, terdapat upah 
premium untuk setiap perempuan yang bekerja di pabrik.
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Sudah biasa bagi laki-laki untuk bekerja lembur, upah lembur dan 
terkait dengan pekerjaan yang menerima upah berdasarkan kinerja, di mana 
kebanyakan perempuan lebih suka bekerja paruh waktu, untuk waktu yang 
lebih sedikit (mencurahkan lebih banyak waktu pada pekerjaan rumah tangga 
yang umumnya dilakukan oleh perempuan di Indonesia). Perempuan juga 
biasa ditemukan dalam pekerjaan yang tidak berkaitan dengan bonus kinerja 
- misalnya pekerjaan sekretarial, administrasi, keuangan, keperawatan, dan 
pendidikan. Perbedaan jam kerja dan tugas kerja juga membantu menjelaskan 
mengapa tingkat remunerasi antara laki-laki dengan perempuan sangat 
beragam.

Secara keseluruhan diperkirakan bahwa kira-kira 59 persen dari 
kesenjangan upah berdasarkan gender tidak dapat dijelaskan dan dapat 
dikategorikan ke dalam diskriminasi gender. Namun, diketahui pula 
bahwa status pekerjaan dan formalitas memainkan peran penting dalam 
diskriminasi gender. Analisis disagregat yang meneliti kesenjangan upah 
berdasarkan gender untuk para pekerja ditemukan bahwa hanya 31 persen 
dari kesenjangan upah berdasarkan gender yang tidak dapat dijelaskan 
dan dapat dikategorikan ke dalam diskriminasi. Oleh karena itu, terdapat 
perbedaan besar dalam pemaparan diskriminasi gender antara pasar tenaga 
kerja formal dengan informal. 

Analisis dari data awal MAMPU 2012 telah mengidentifi kasi beberapa 
efek perbedaan gender secara khusus di pabrik. Secara umum diketahui 
bahwa pekerjaan pabrik memberikan upah di bawah rata-rata dari semua 
contoh yang dijadikan bahan survei dalam studi dasar ini. Namun, untuk 
perempuan, upah pabrik merupakan hal yang positif  dan besar. Hal ini terjadi 
karena kebanyakan pabrik menawarkan pekerjaan dalam perekonomian 
formal. Namun, tekanan antara formalitas dengan remunerasi ditemukan 
dalam satuan data, yaitu upah premium diberikan pada pekerjaan yang 
dilakukan di lokasi khusus di rumah, pekerjaan di ladang, pekerjaan di rumah 
majikan, dan pekerjaan di lokasi yang tidak spesifi k. Hal ini menyarankan 
bahwa masalah kesetaraan upah sangat rumit, memerlukan pemahaman 
kompleks mengenai pengertian pekerjaan layak – jauh di luar paradigma 
formalitas dan analisis disagregat gender. 

Salah satu temuan yang mengejutkan dalam studi dasar adalah 
perempuan yang membawahi lima atau lebih bawahan menerima upah lebih 
sedikit daripada yang tidak. Lebih lanjut, pengawas perempuan menerima 
upah lebih sedikit dibandingkan rekan kerja laki-laki mereka. Situasi ini 
menekankan pada masalah upah yang adil untuk pekerjaan yang adil dan 
menanyakan mengenai efektivitas dari aplikasi prinsip ini dalam kompleksitas 
lingkungan kerja yang ada di Indonesia.
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Perhatian besar diberikan berkaitan dengan dampak dialog sosial 
mengenai upah. Dialog sosial yang efektif  dapat mempromosikan hak 
pekerja, termasuk kebebasan berserikat, perundingan secara bersama, 
dan akses atas perlindungan sosial. Namun hasil analisis terkait dengan 
keanggotaan serikat dan kondisi kerja secara statistik tidak signifi kan, dan 
menyarankan penguatan kapasitas berunding dari organisasi pekerja untuk 
meningkatkan efektivitas mereka.

Untuk mempromosikan kesetaraan upah di Indonesia, Proyek 
MAMPU: Akses terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak bagi 
Perempuan mendukung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk 
mengembangkan Panduan bagi pengusaha mengenai Pelaksanaan Evaluasi 
Pengupahan yang Tidak Memihak Gender. Proyek ini juga menekankan 
strategi untuk memperkuat pekerja rumahan perempuan, yang saat ini 
mengoperasikan ekonomi informal, untuk mengakses pekerjaan layak. 

2.9 Upaya untuk menciptakan ekonomi yang  
 adil dan berkelanjutan8

Negara-negara di seluruh dunia menerapkan intervensi pasar tenaga 
kerja untuk mempromosikan pembangunan yang berdampak sosial dan 
ekonomi. Pemerintah Indonesia sangat aktif  terkait dengan hal ini, dan 
tidak seperti krisis sebelumnya, ada usaha yang patut dari pemerintah 
untuk mengurangi dampak penurunan ekonomi global 2008-2010. Tidak 
hanya Indonesia yang menggunakan kebijakan fi skal dan moneter untuk 
merangsang ekonomi, mereka juga secara langsung turun tangan untuk 
melindungi dan menciptakan pekerjaan. Di masa mendatang, Indonesia akan 
memperkuat ketahanannya melalui usaha yang melindungi keterampilan, 
memfasilitasi kesetaraan antara pencari kerja dengan pengusaha, dan 
melindungi penghasilan penganggur dan kelompok yang rentan. Intervensi 
pasar tenaga kerja lambat laun dapat juga digunakan untuk mendukung 
pencapaian tujuan lingkungan berdasarkan hubungan antara lingkungan 
dan kehidupan yang berkelanjutan. Kebijakan dan program seperti ini harus 
dikembangkan dalam saat ekonomi sedang baik dan dirancang sedemikian 
rupa agar memunyai pengaruh kontra siklus.

Terdapat berbagai  perangkat yang dapat digunakan utnuk mendukung 
rancangan efektif  dan koheren dari kebijakan yang bertujuan untuk penguatan 
ketahanan. Misalnya, perangkat data online yang dikenal sebagai “Inventaris 
ILO/Bank Dunia dari respons kebijakan terhadap krisis ekonomi dan 
fi nansial global tahun 2008” memberikan catatan rinci dari kebijakan yang 
berlaku selama puncak krisis fi nansial (2008-2010). Perangkat ini termasuk 
rincian dalam penerapan rancangan kebijakan untuk menjawab penurunan 

8 Bagian Laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial didukung oleh masukan Inventaris ILO/Bank 
Dunia dalam respons kebijakan terhadap krisis ekonomi dan fi nansial global tahun 2008. 
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perekonomian di masa mendatang. Pembuat kebijakan dan peneliti dapat 
menggunakan perangkat ini untuk mengembangkan kebijakan berbasis 
bukti dan menggambarkan lebih lanjut pelajaran selanjutnya menjadi lebih 
relevan dalam ekonomi global yang tidak pasti.

Lebih penting, pelajaran dari krisis ini menekankan peran dialog 
sosial dalam pembangunan respons kebijakan yang efektif. Dialog sosial 
menjadi semakin penting selama krisis, karena dialog ini dapat membantu 
mempercepat pemulihan dan membantu pergerakan ekonomi menuju 
keseimbangan baru yang lebih cepat melalui berbagi informasi. Dialog sosial 
juga membangun kepercayaan dan konsensus untuk mengimplementasikan 
kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan, direkomendasikan bahwa untuk bekerja dengan 
model yang dibingkai oleh prinsip “Petumbuhan berkelanjutan dengan 
ekuitas”, sebuah negara harus fokus pada:

• Peningkatan koordinasi antara kebijakan makro dan sektoral; 
• Perluasan ruang lingkup asuransi sosial untuk semua pekerja; 
• Pengintegrasian dan penguatan jaringan jaminan; 
• Pertimbangan ulang rancangan program pasar tenaga kerja aktif  

termasuk yang sudah dipakai untuk menstimulasi permintaan 
pekerja; 

• Investasi dalam sistem informasi pasar tenaga kerja; dan 
• Promosi dialog sosial dan peningkatan kewaspadaan untuk menghindari 

pelanggaran hak di tempat kerja. 

Indonesia telah memprioritaskan investasi dalam modal sumber daya 
manusia dan konektivitas, dengan fokus pada strategi pembangunan sektoral. 
Indonesia juga memposisikan diri sebagai pemimpin global dalam perubahan 
ke perekonomian yang lebih hijau. Kerangka kerja ini menggerakkan 
negara ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal kesejahteraan, pembangunan 
berkelanjutan dan sumber daya manusia. Indonesia telah menetapkan 
berbagai target pembangunan jangka menengah, walaupun masih terdapat 
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kualitas 
pekerjaan dan kelangsungan mata pencaharian. Peningkatan akses 
terhadap perlindungan sosial, pengelolaan dialog sosial yang efektif, dan 
mempertahankan hasil pembangunan merupakan tantangan yang masih 
berlangsung. Berdasarkan latar belakang ini, Indonesia dapat lebih ambisius 
dalam menetapkan target untuk meningkatkan kualitas mata pencaharian 
dan pekerjaan, khususnya bagi mereka yang dapat keluar dari krisis yang 
paling rendah, dalam rencana pembangunan jangka menengahnya.
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